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KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.221.08.23.60 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai
badan publik wajib menyediakan, membuka, dan
memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat
waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali
Informasi yang dikecualikan;

b. informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a bersifat ketat dan terbatas.

c. bahwa ketentuan mengenai Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan sebagaimana telah ditetapkan
dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Nomor HK.02.02.22.221.09.22.50
Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang
Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan organisasi Badan
Pengawas Obat dan Makanan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan
Makanan tentang Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);




10.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 324)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1324);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002)
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 629);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 611);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 741);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
268);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1316);



Memperhatikan

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 213);

12. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun
2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi;

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B-

0T.03.03.1.2.08.23.223 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN.

: Menetapkan dan memberlakukan Klasifikasi Informasi

yang Dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib

melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Republik Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.09.22.50
Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

— Pl

REGHI PERDANA


ASUS
Typewritten text
29 Agustus 2023


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.22.221.08.23.60 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
A INFORMASI TERKAIT HUKUM

Data dan Informasi untuk
penanganan perkara
pidana, perkara
perdata/niaga, perkara tata
usaha negara, perkara
peradilan, dan perkara non
litigasi

. Seluruh

. Biro Hukum dan

Organisasi

Unit
Pelaksana Teknis
(UPT) di
lingkungan BPOM

Pasal 17 huruf a

1.

Kitab Undang-
Undang Hukum
Pidana

Kitab Undang-
Undang Hukum
Perdata
Undang-
Undang Nomor
8 Tahun 1981
tentang Hukum
Acara Pidana
Undang-
Undang Nomor
14 Tahun 1985
tentang
Mahkamah
Agung
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor

Dapat menghambat
proses penegakan
hukum

Menjaga kepentingan
proses penegakan
hukum

Paling lama 30
(tiga puluh)
tahun
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan

undangan lainnya

3 Tahun 2009
tentang
Perubahan
Kedua atas
Undang-
Undang Nomor
14 Tahun 1985
tentang
Mahkamah
Agung

5. Undang-
Undang Nomor
2 Tahun 1986
tentang
Peradilan
Umum
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor
49 Tahun 2009
tentang
Perubahan
Kedua atas
Undang-
Undang Nomor
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan

undangan lainnya

14 Tahun 1985
tentang
Peradilan
Umum

6. Undang-
Undang Nomor
5 Tahun 1986
tentang
Peradilan Tata
Usaha Negara
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor
51 Tahun 2009
tentang
Perubahan
Kedua atas
Undang-
Undang Nomor
5 Tahun 1986
tentang
Peradilan Tata
Usaha Negara

7. Undang-
Undang Nomor
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan

undangan lainnya

5 Tahun 1999
tentang
Larangan
Praktek
Monopoli dan
Persaingan
Usaha Tidak
Sehat

8. Undang-
Undang Nomor
8 Tahun 1999
tentang
Perlindungan
Konsumen

9. Undang-
Undang Nomor
39 Tahun 1999
tentang Hak
Asasi Manusia

10. Undang-
Undang Nomor
24 Tahun 2003
tentang
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan

undangan lainnya

terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor
7 Tahun 2020
tentang
Perubahan
Ketiga atas
Undang-
Undang Nomor
24 Tahun 2003
tentang
Mahkamah
Konstitusi

11. Undang-
Undang Nomor
37 Tahun 2008
tentang
Ombudsman
Republik
Indonesia

12. Undang-
Undang Nomor
48 Tahun 2009
tentang
Kekuasaan
Kehakiman

13. Undang-
Undang Nomor
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan

undangan lainnya

18 Tahun 2012
tentang Pangan

14. Undang-
Undang Nomor
5 Tahun 2014
tentang
Aparatur Sipil
Negara

15. Undang-undang
Nomor 30
Tahun 2014
tentang
Administrasi
Pemerintahan

16. Undang-
Undang Nomor
13 Tahun 2016
tentang Paten

17. Undang-
Undang Nomor
20 Tahun 2016
tentang Merek
dan Indikasi
Geografis

18. Undang-undang
Nomor 6 Tahun
2023 tentang
Penetapan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi

Informasi tertentu yang

akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-

undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

19.

Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-
Undang Nomor
2 Tahun 2022
tentang Cipta
Kerja menjadi
Undang-
Undang
Undang-
Undang Nomor
17 Tahun 2023
tentang
Kesehatan

Data dan Informasi dalam
petimbangan /pemberian/
penyuluhan hukum yang

mencakup:

1.

Pertimbangan hukum
di lingkungan BPOM
sepanjang bersifat
rahasia.

Pemberian konsultasi
hukum kepada
stakeholders, Lembaga
swadaya Masyarakat
(LSM), advokat, dan

Biro Hukum dan
Organisasi

Pasal 17 huruf a

Dapat menghambat
proses penyelidikan dan
penyidikan suatu tindak
pidana dan/atau proses

penegakan hukum

Menjaga kepentingan
proses penyelidikan
dan penyidikan suatu
tindak pidana
dan/atau proses
penegakan hukum

Paling lama 30
(tiga puluh)
tahun
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi
Informasi tertentu yang
akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-
undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

mahasiswa sepanjang
bersifat rahasia

3. Penyuluhan hukum di
lingkungan BPOM,
sepanjang bersifat
rahasia

Data dan Informasi dalam
naskah akademik/kajian/
pertimbangan, risalah
rapat, masukan dari
berbagai pihak, slide
presentasi, dokumen,
rekaman suara/transkripsi
rekaman suara dari
pelaksanaan rapat dalam
proses pembentukan
peraturan perundang-
undangan dan
naskah/bahan kerja sama
yang bersifat rahasia

2. Biro

1. Biro Hukum dan

Organisasi

Kerja Sama
dan Hubungan
Masyarakat

Pasal 17 huruf a,
huruf b dan hurufi

Dapat menghambat
proses  penegakan
hukum di bidang
Obat dan Makanan

Dapat menghambat
upaya pengawasan
Obat dan Makanan
dalam rangka
menjamin Obat dan
Makanan aman bagi

masyarakat

Dapat merugikan
kepentingan
hubungan luar
negeri

Mengganggu
kepentingan
perlindungan  hak
atas kekayaan
intelektual dan

perlindungan  dari

. Menjaga

kepentingan proses
penegakan hukum
di bidang Obat dan
Makanan

. Mendukung upaya

pengawasan Obat
dan Makanan
dalam rangka
menjamin Obat dan
Makanan aman
bagi masyarakat

. Dapat melindungi
kepentingan
hubungan luar
negeri

. Dapat melindungi
hak atas kekayaan
intelektual dan
terhindar dari

persaingan usaha
tidak sehat

Paling lama 30
(tiga puluh) tahun
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
persaingan  usaha
tidak sehat.

4 Pengenaan sanksi [Unit Kerja Pusat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Dikecualikan
administratif terkait terkait pada: kepentingan perlindungan dari sampai dengan
produksi dan distribusi 1. Deputi Bidang perlindungan dari persaingan usaha ditetapkan
Obat dan Makanan Pengawasan Obat, persaingan usaha tidak tidak sehat pencabutan

Narkotika, sehat izinnya
Psikotropika,
Prekursor dan Zat
Adiktif

2. Deputi Bidang
Pengawasan Obat
Tradisional,
Suplemen
Kesehatan dan
Kosmetik

3. Deputi Bidang
Pengawasan
Pangan Olahan

B INFORMASI TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1 Informasi permohonan dan [1. Unit Kerja Pusat Pasal 17 hurufb |1. Undang-Undang Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Untuk data
evaluasi dalam rangka terkait pada: dan i Nomor 25 Tahun kepentingan perlindungan hak atau informasi
pengawasan Obat dan a. Deputi Bidang 2009 tentang | perlindungan hak atas atas kekayaan yang
Makanan yang mencakup: Pengawasan Pelayanan Publik kekayaan intelektual intelektual dan merupakan
a. Pendaftaran/ Obat, Narkotika, 2. Undang-Undang dan perlindungan dari perlindungan dari rahasia

registrasi/notifikasi Psikotropika, Nomor 13 Tahun | persaingan usaha tidak persaingan usaha dagang
produk Prekursor dan 2016 tentang sehat tidak sehat dikecualikan
Zat Adiktif Paten selamanya,
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
b. Perizinan/ b. Deputi Bidang 3. Undang-Undang kecuali
rekomendasi/ Pengawasan 8 Tahun 1999 diputus lain
sertifikasi/inspeksi Obat tentang oleh
sarana produksi dan Tradisional, Perlindungan pengadilan
distribusi Suplemen Konsumen Untuk
c. Uji klinik/praklinik Kesehatan dan kekayaan
d. Penerbitan surat Kosmetik intelektual
keterangan c. Deputi Bidang terkait paten
ekspor/impor Pengawasan mengikuti
e. Rekomendasi atau Pangan Olahan jangka waktu
konsultasi denah 2. Seluruh UPT di berlakunya
bangunan lingkungan BPOM paten

Penerbitan persetujuan
penggunaan fasilitas
bersama Obat, Obat
Tradisional, dan
Kosmetik

Persetujuan rancangan
iklan Obat, Obat
Tradisional, dan
Suplemen Kesehatan

. Analisis Hasil

Pengawasan dalam
rangka impor dan
ekspor Narkotika,
Psikotropika dan
Prekursor Farmasi




-15-

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi

Informasi tertentu yang

akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-
undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

Penerbitan Certificate of
Pharmaceutical Product
(CPP) Obat

Penerbitan persetujuan
protokol dan laporan uji
bioekivalensi

. Rekomendasi importir

produsen Bahan
Berbahaya/
rekomendasi
persetujuan impor
Bahan Berbahaya
Penerbitan surat
keterangan keamanan
kemasan Pangan

. Pengkajian keamanan

Pangan Produk
Rekayasa Genetik (PRG)

. Pengkajian keamanan,

mutu, manfaat/khasiat,
dan/atau gizi Obat
Tradisional, Suplemen
Kesehatan, Obat Kuasi,
Kosmetik, dan Pangan
Olahan

. Pengkajian keamanan,

mutu, gizi dan manfaat
Pangan untuk:
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
- Bahan Tambahan
Pangan dan bahan
penolong
- Klaim gizi dan
kesehatan, bahan
baku, zat gizi dan
non gizi
- Kategori Pangan,
label dan iklan
Pangan
2 Laporan  Kegiatan dari (1. Unit Kerja Pusat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan | 1. Untuk data
Sarana Produksi dan terkait pada: dan hurufi kepentingan hak atas kekayaan atau informasi
Distribusi Obat dan a. Deputi Bidang perlindungan hak atas intelektual dan yang
Makanan terkait: Pengawasan kekayaan intelektual terhindar dari merupakan
a. Tindakan perbaikan Obat, Narkotika, dan perlindungan dari persaingan usaha rahasia
hasil pemeriksaan Psikotropika, persaingan usaha tidak sehat dagang
sarana produksi dan Prekursor dan tidak sehat dikecualikan
distribusi Zat Adiktif selamanya,
(CAPA/Corrective  and b. Deputi Bidang kecuali
Preventive Action) Pengawasan diputus lain
. Pembelian atau stok Obat oleh
bahan Obat dan Tradisional, pengadilan
penggunaannya untuk Suplemen 2. Untuk
produksi Kesehatan dan kekayaan
Stok produk obat Kosmetik intelektual
. Hasil pengujian internal c. Deputi Bidang terkait paten
atau eksternal bahan Pengawasan mengikuti
baku dan produk Pangan Olahan jangka waktu
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
pangan olahan dalam 2. Seluruh UPT di berlakunya
rangka tindak lanjut lingkungan BPOM paten

pengawasan

e. Hasil ketertelusuran
bahan baku dan produk
Obat Tradisional, Obat
Kuasi, Suplemen
Kesehatan, dan Pangan
Olahan dalam rangka
tindak lanjut
pengawasan

f. Hasil penarikan bahan
baku dan produk Obat
Tradisional, Obat Kuasi,
Suplemen  Kesehatan,
dan Pangan Olahan

g. Pemusnahan bahan
Pangan, bahan baku,
kemasan dan produk
Obat Tradisional, Obat
Kuasi, Suplemen
Kesehatan, dan Pangan
Olahan

h. Pelaksanaan audit
internal dalam rangka
penerapan Program

Manajemen Risiko (PMR)
Industri Pangan Olahan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi
Informasi tertentu yang
akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-
undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

Data realisasi produksi
bahan baku, produk
Obat Tradisional, Obat
Kuasi dan Suplemen
Kesehatan serta industri
Pangan yang
memproduksi Suplemen
Kesehatan
Data/informasi
perubahan Dokumen
Induk Industri Obat
Tradisional (DIIOT) serta
dokumen lain yang
berhubungan  dengan

perubahan informasi
DIIOT

k. Dokumen/informasi
perubahan
Denah/Rencana Induk
pembangunan
(RIP)/Sistem Tata Udara
Pelaksanaan audit
internal atau self

assesment dalam rangka
izin penerapan Sistem
Manajemen Keamanan
Pangan Olahan (SMKPO)
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi
Informasi tertentu yang
akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-
undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

Data track record
pelanggaran pelaku usaha
di bidang Obat dan
Makanan

. Unit

Kerja Pusat

terkait pada:

a. Deputi Bidang
Pengawasan
Obat, Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor dan
Zat Adiktif

b. Deputi Bidang
Pengawasan
Obat
Tradisional,
Suplemen
Kesehatan dan
Kosmetik

c. Deputi Bidang
Pengawasan
Pangan Olahan

d. Deputi Bidang

Penindakan

. Seluruh UPT di

lingkungan BPOM

Pasal 17 huruf b

Dapat menimbulkan
persaingan usaha tidak
sehat

Menjaga dari
persaingan usaha
tidak sehat

Dikecualikan
selamanya,
kecuali diputus
lain oleh
pengadilan

Hasil pengawasan produk
dan sarana produksi dan
distribusi Obat dan
Makanan serta sarana
pelayanan kefarmasian

. Direktorat

pengawasan pada:

a) Deputi Bidang
Pengawasan
Obat,

Pasal 17 huruf a, b
dan hurufi

. Dapat menghambat
proses penegakan
hukum di bidang Obat
dan Makanan

. Menjaga

kepentingan proses
penegakan hukum
di bidang Obat dan
Makanan

Untuk data
atau informasi
yang
merupakan
rahasia
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
serta tindak lanjutnya, Narkotika, 2. Dapat mengganggu |2. Menjaga dagang
diantaranya: Psikotropika, kepentingan kepentingan dikecualikan
a. Berita Acara atau Prekursor dan perlindungan hak atas perlindungan hak selamanya,
laporan pelaksanaan Zat Adiktif kekayaan intelektual atas kekayaan kecuali
pemeriksaan atau b) Deputi Bidang dan perlindungan dari intelektual dan diputus lain
pendampingan kepada Pengawasan persaingan usaha perlindungan dari oleh
sarana produksi, Obat tidak sehat persaingan usaha pengadilan
distribusi dan sarana Tradisional, 3. Dapat menghambat tidak sehat Untuk
pelayanan kefarmasian Suplemen upaya pengawasan 3. Mendukung upaya kekayaan
beserta formulir- Kesehatan dan Obat dan Makanan pengawasan Obat intelektual
formulir Kosmetik dalam rangka dan Makanan terkait paten
kelengkapannya c) Deputi Bidang menjamin Obat dan dalam rangka mengikuti
. Informasi tindak lanjut Pengawasan Makanan aman bagi menjamin Obat dan jangka waktu
hasil sampling dan Pangan Olahan masyarakat Makanan aman berlakunya
pengujian 2. Seluruh UPT di bagi masyarakat paten
Surat tindak lanjut hasil | lingkungan BPOM
pengawasan/

peringatan/peringatan
keras

. Berita Acara audiensi

tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan
Makanan

. Dokumen rekomendasi

tindak lanjut yang
diberikan kepada lintas
sektor terkait hasil
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
pengawasan Obat dan
Makanan
f. Laporan hasil audit dan
pemeriksaan sarana
produksi dalam rangka
pembinaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
(UMKM)
g. Laporan hasil pengujian
produk pada kegiatan
Desa Pangan Aman,
Pasar Aman dari Bahan
Berbahaya serta
Sekolah Pangan Aman
yang masih merupakan
data mentah (belum
diolah)

5 Data dan informasi terkait |1. Direktorat Pasal 17 huruf a . Dapat menghambat |1. Menjaga Dikecualikan
sampling dan pengujian pengawasan pada: dani proses penegakan kepentingan proses selamanya,
Obat dan Makanan, yang a. Deputi Bidang hukum di bidang Obat penegakan hukum | kecuali diputus
mencakup: Pengawasan dan Makanan, di bidang Obat dan lain oleh

1. Pedoman sampling Obat Obat, Narkotika, menghambat proses Makanan, proses pengadilan
dan Makanan Psikotropika, penyelidikan dan penyelidikan dan
2. Rencana pelaksanaan Prekursor dan penyidikan suatu penyidikan  suatu
sampling Obat dan Zat Adiktif tindak pidana tindak pidana
Makanan b. Deputi Bidang dan/atau proses dan/atau  proses
3. Laporan dan data Pengawasan penegakan hukum penegakan hukum.
lengkap hasil sampling Obat
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
dan pengujian Obat dan Tradisional, 2. Dapat menghambat |2. Mendukung upaya
Makanan Suplemen upaya pengawasan pengawasan Obat
Kesehatan dan Obat dan Makanan dan Makanan
Kosmetik dalam rangka dalam rangka
c. Deputi Bidang menjamin Obat dan menjamin Obat dan
Pengawasan Makanan aman bagi Makanan aman
Pangan Olahan masyarakat bagi masyarakat
. Biro Perencanaan
dan Keuangan
. Pusat
Pengembangan
Pengujian Obat dan
Makanan Nasional
. Seluruh UPT di
lingkungan BPOM
6 Informasi investigasi Obat Seluruh UPT di Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan Paling lama 30
dan Makanan lingkungan BPOM dan hurufi proses penyelidikan dan proses penyelidikan (tiga puluh)
penyidikan suatu tindak | dan penyidikan suatu tahun
pidana dan/atau proses tindak pidana
penegakan hukum dan/atau proses
penegakan hukum
7 Informasi penyidikan Obat |1. Direktorat Pasal 17 huruf a, Dapat menghambat Menjaga kepentingan Paling lama 30
dan Makanan Penyidikan Obat ¢, dan huruf i proses penegakan proses penegakan (tiga puluh)
dan Makanan hukum hukum tahun

. Seluruh UPT di

lingkungan BPOM
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
8 Data dan informasi . Direktorat Pasal 17 huruf b, . Dapat mengganggu 1. Menjaga Untuk data
farmakovigilans termasuk Pengawasan huruf h dan huruf kepentingan kepentingan atau informasi
laporan efek samping Obat Keamanan, Mutu, i perlindungan hak atas perlindungan hak yang
dan Makanan dan Ekspor Impor kekayaan intelektual atas kekayaan merupakan
Obat, Narkotika, dan perlindungan dari intelektual dan rahasia
Psikotropika, persaingan usaha perlindungan dari dagang
Prekursor dan Zat tidak sehat persaingan usaha dikecualikan
Adiktif . Dapat mengungkap tidak sehat selamanya,
. Direktorat rahasia pribadi 2. Tidak mengungkap kecuali
Pengawasan Obat . Dapat menimbulkan rahasia pribadi diputus lain
Tradisional dan kepanikan di [3. Tidak oleh
Suplemen masyarakat menimbulkan pengadilan
Kesehatan kepanikan di Untuk
. Direktorat masyarakat kekayaan
Pengawasan intelektual
Kosmetik terkait paten
mengikuti
jangka waktu
berlakunya
paten
Untuk data
dan informasi
yang
merupakan
rahasia
pribadi
dikecualikan

selamanya,
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
kecuali
apabila pihak
yang
rahasianya
diungkap
memberikan
persetujuan
tertulis
Data dan informasi hasil Pusat Analisis Pasal 17 hurufi Dapat menghambat Mendukung upaya 10 (sepuluh)
analisis kebijakan yang Kebijakan Obat dan upaya pengawasan Obat pengawasan Obat tahun
belum diolah (dalam Makanan dan Makanan dalam dan Makanan dalam
bentuk data mentah) rangka menjamin Obat rangka menjamin
dan Makanan aman Obat dan Makanan
bagi masyarakat aman bagi
masyarakat
Informasi terkait strategi Pusat Analisis Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan Paling lama 30
pengawasan Obat dan Kebijakan Obat dan dan hurufi penegakan hukum penegakan hukum (tiga puluh) tahun
Makanan yang dapat Makanan
berdampak pada efektivitas
pengawasan
Data permohonan Direktorat Registrasi Pasal 17 huruf b - Dapat mengganggu Menjaga kepentingan | 1. Untuk data
pembatalan Obat Obat Tradisional, dan hurufi kepentingan perlindungan hak atau informasi
Tradisional, Suplemen Suplemen Kesehatan perlindungan hak atas atas kekayaan yang
Kesehatan, Obat Kuasi dan dan Kosmetik kekayaan intelektual intelektual dan merupakan
Kosmetik dan perlindungan dari perlindungan dari rahasia
persaingan usaha tidak persaingan usaha dagang
sehat tidak sehat dikecualikan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
selamanya,
kecuali
diputus lain
oleh
pengadilan
Untuk
kekayaan
intelektual
terkait paten
mengikuti
jangka waktu
berlakunya
paten
12 Informasi pengawasan 1. Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Untuk data
promosi/iklan Obat dan pengawasan pada: dan hurufi kepentingan perlindungan hak atau informasi
Makanan (termasuk surat a. Deputi Bidang perlindungan hak atas atas kekayaan yang
rencana target pengawasan Pengawasan kekayaan intelektual intelektual dan merupakan
dan tindak lanjut Obat, Narkotika, dan perlindungan dari perlindungan dari rahasia
promosi/iklan) Psikotropika, persaingan usaha tidak persaingan usaha dagang
Prekursor dan sehat tidak sehat dikecualikan
Zat Adiktif selamanya,
b. Deputi Bidang kecuali
Pengawasan diputus lain
Obat oleh
Tradisional, pengadilan

Suplemen
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
Kesehatan dan 2. Untuk
Kosmetik kekayaan
c. Deputi Bidang intelektual
Pengawasan terkait paten
Pangan Olahan mengikuti
2. Seluruh UPT di jangka waktu
lingkungan BPOM berlakunya
paten
13 Berita Acara penilaian dan Direktorat Registrasi Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan | 1. Untuk data

surat tindak lanjut atas
hasil penilaian Dokumen
Informasi Produk (DIP)
Kosmetik

Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik

dan hurufi

kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual
dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat

perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat

atau
informasi
yang
merupakan
rahasia
dagang
dikecualikan
selamanya,
kecuali
diputus lain
oleh
pengadilan
2. Untuk
kekayaan
intelektual
terkait paten
mengikuti
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
jangka waktu
berlakunya
paten
14 Kajian tren/analisis Direktorat Cegah Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan 25 (dua puluh
kejahatan Obat dan Tangkal dan huruf i proses penegakan penegakan hukum lima) tahun
Makanan hukum
15 Data dan informasi dalam Direktorat Cegah Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan 25 (dua puluh

kegiatan penggalangan
komitmen pemangku
kepentingan dalam rangka
pencegahan kejahatan obat
dan makanan

Tangkal

dan hurufi

proses penegakan
hukum

penegakan hukum

lima) tahun
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi
Informasi tertentu yang
akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-
undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

16

Data kerawanan kejahatan
Obat dan Makanan

Direktorat Cegah
Tangkal dan Seluruh
UPT di lingkungan
BPOM

Pasal 17 huruf a
dan huruf i

Dapat menghambat
proses penegakan
hukum karena
mengungkapkan data
intelijen kriminal dan
rencana-rencana yang
berhubungan dengan
pencegahan dan
penanganan segala
bentuk
kejahatan di bidang
Obat dan Makanan

Menjaga kepentingan
proses penegakan
hukum karena
menjamin keamanan
data intelijen
kriminal dan
rencana-rencana
yang berhubungan
dengan
pencegahan dan
penanganan segala
bentuk
kejahatan di bidang
obat dan Makanan

30 (tiga puluh)
tahun

17

Informasi terkait intelijen
Obat dan Makanan,
termasuk didalamnya
rencana operasi,
rekomendasi, perkiraan,
dan hasil kegiatan intelijen
Obat dan Makanan

Direktorat Intelijen
Obat dan Makanan
dan seluruh UPT di
lingkungan BPOM

Pasal 17 huruf a
dan hurufi

Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2011 tentang

Intelijen Negara

Dapat menghambat
proses penegakan
hukum

Menjaga kepentingan
penegakan hukum

30 (tiga puluh)
tahun

18

Basic Descriptive Intelijen
(BDI)

Direktorat Intelijen
Obat dan Makanan
dan seluruh UPT di
lingkungan BPOM

Pasal 17 huruf a
dan hurufi

Dapat menghambat
proses penegakan
hukum

Menjaga kepentingan
penegakan hukum

30 (tiga puluh)
tahun

19

Hasil pengawasan di ranah
siber, berupa:

Direktorat Siber Obat
dan Makanan dan

Pasal 17 huruf a
dan hurufi

Dapat menghambat
proses penegakan
hukum

Menjaga kepentingan
penegakan hukum

30 (tiga puluh)
tahun
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
1. Daftar tautan hasil seluruh UPT di
patroli siber lingkungan BPOM
2. Penyusunan profil
pelanggaran/ kejahatan
Obat dan Makanan di
ranah Siber
3. Hasil analisis digital
forensik
4. Hasil analisis dan
evaluasi data patroli
siber
5. Rekomendasi tindak
lanjut profiling
20 Hasil kajian Obat, . Direktorat Pasal 17 huruf b Undang-Undang 1. Dapat mengganggu |1. Menjaga Untuk
Narkotika, Psikotropika, Standardisasi dan huruf i Nomor 25 Tahun kepentingan kepentingan kekayaan
Prekursor dan Zat Adiktif, Obat, Narkotika, 2009 tentang perlindungan  hak perlindungan hak intelektual
Obat Tradisional, Psikotropika, Pelayanan Publik atas kekayaan atas kekayaan terkait paten
Suplemen Kesehatan, Obat Prekursor dan Zat intelektual dan intelektual dan mengikuti
Kuasi dan Kosmetik yang Adiktif perlindungan  dari perlindungan dari jangka waktu
bersifat rahasia . Direktorat persaingan  usaha persaingan usaha berlakunya
Standardisasi Obat tidak sehat tidak sehat paten
Tradisional, 2. Mengganggu kinerja |2. Mendukung kinerja Untuk data
Suplemen pengawasan  Obat pengawasan Obat dan informasi
Kesehatan dan dan Makanan dalam dan Makanan selain terkait
Kosmetik rangka menjamin dalam rangka paten,
keamanan, mutu menjamin dikecualikan
dan khasiat produk keamanan produk selamanya,

kecuali
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
Obat dan Makanan Obat dan Makanan diputus lain
bagi masyarakat bagi masyarakat oleh
pengadilan
21 Pelaporan audit internal Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
atau self assesment dalam Pengawasan dan hurufi kepentingan perlindungan hak tahun
rangka izin penerapan Produksi Pangan perlindungan hak atas atas kekayaan
Program Manajemen Risiko Olahan kekayaan intelektual dan
(PMR) intelektual dan perlindungan dari
perlindungan dari persaingan usaha
persaingan usaha tidak sehat
tidak sehat
22 Pelaporan audit internal Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
atau self assesment dalam Pengawasan dan hurufi kepentingan perlindungan hak tahun
rangka izin penerapan Peredaran Pangan perlindungan hak atas atas kekayaan
Sistem Manajemen Olahan kekayaan intelektual dan
Keamanan Pangan Olahan intelektual dan perlindungan dari
(SMKPO) perlindungan dari persaingan usaha
persaingan usaha tidak sehat
tidak sehat
23 Data dalam rangka Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
penyusunan kajian atau Pengawasan dan hurufi kepentingan perlindungan hak tahun
kebijakan terkait Produksi Pangan perlindungan hak atas atas kekayaan
pengawasan sarana Olahan kekayaan intelektual dan

produksi Pangan Olahan

intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat

perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
24 Data dalam rangka Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
penyusunan kajian atau Pengawasan dan hurufi kepentingan perlindungan hak tahun
kebijakan terkait Peredaran Pangan perlindungan hak atas atas kekayaan
pengawasan sarana Olahan kekayaan intelektual dan
peredaran Pangan Olahan intelektual dan perlindungan dari
perlindungan dari persaingan usaha
persaingan usaha tidak sehat
tidak sehat
25 Tindak lanjut hasil Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Untuk data
pengawasan promosi/iklan Pengawasan dan huruf i kepentingan perlindungan hak atau informasi
dan label produk tembakau Keamanan, Mutu, perlindungan hak atas atas kekayaan yang
kepada industri rokok dan Ekspor Impor kekayaan intelektual intelektual dan merupakan
dan/atau instansi terkait Obat, Narkotika, dan perlindungan dari perlindungan dari rahasia
Psikotropika, persaingan usaha tidak persaingan usaha dagang
Prekursor dan Zat sehat tidak sehat dikecualikan
Adiktif selamanya,
kecuali

diputus lain
oleh
pengadilan
Untuk
kekayaan
intelektual
terkait paten
mengikuti
jangka waktu
berlakunya
paten
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
26 Contoh kemasan produk Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan | 1. Untuk data
tembakau dan hasil Pengawasan dan hurufi kepentingan perlindungan hak atau informasi
pengujian kandungan Keamanan, Mutu, perlindungan hak atas atas kekayaan yang
nikotin dan tar dari pelaku dan Ekspor Impor kekayaan intelektual intelektual dan merupakan
Usaha Obat, Narkotika, dan perlindungan dari perlindungan dari rahasia
Psikotropika, persaingan usaha tidak persaingan usaha dagang
Prekursor dan Zat sehat tidak sehat dikecualikan
Adiktif selamanya,
kecuali
diputus lain
oleh
pengadilan
Untuk
kekayaan
intelektual
terkait paten
mengikuti
jangka waktu
berlakunya
paten
C INFORMASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Informasi Barang Milik
Negara (BMN), tidak
terbatas pada:

a. Informasi penggunaan,
pemanfaatan,
pemindahtanganan dan
penghapusan BMN

Biro Umum

Pasal 17 hurufi

Mengganggu kinerja
pengelolaan aset negara
sebagai sarana
pendukung kinerja
pengawasan Obat dan
Makanan

Menjaga kinerja
pengelolaan aset
negara sebagai
sarana pendukung
kinerja pengawasan
Obat dan Makanan

25 (dua puluh
lima) tahun,
kecuali untuk

dokumen selain
terkait tanah dan
bangunan yang

masih dalam
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
yang sedang dalam (mengganggu proses proses maka
proses (Surat, Nota akibat pengungkapan jangka waktu
Dinas, dan Berita informasi yang pengecualian
Acara) prematur) sampai proses
b. Data BMN berupa selesai
tanah yang masih
dalam proses
pembuatan surat bukti
kepemilikan
c. Sertifikat Tanah
d. Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)
Gedung
2 Informasi master plan dan Biro Umum Pasal 17 hurufi Mengganggu kinerja Menjaga kinerja 25 (dua puluh
detail layout bangunan, pengelolaan aset negara pengelolaan aset lima) tahun
termasuk sistem keamanan dan sistem keamanan negara sebagai
di dalamnya sebagai sarana sarana pendukung
pendukung kinerja kinerja pengawasan
pengawasan Obat dan Obat dan Makanan
Makanan
D INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSTANSI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
1 Informasi di dalam . Biro Kerja Sama Pasal 17 hurufi Dapat mengganggu Melindungi Informasi yang
Memorandum of dan Hubungan kelancaran proses kerja kelancaran proses dirahasiakan
Understanding (MoU) dan Masyarakat sama kerja sama dihitamkan,
perjanjian kerja sama . Unit Kerja Pusat kecuali
dengan instansi dan UPT di dinyatakan
pemerintah maupun lingkungan BPOM terbuka oleh
swasta yang bersifat yang melakukan mitra kerja
rahasia perjanjian kerja
sama
2 Kajian/tanggapan atas Biro Kerja Sama dan Pasal 17 hurufi Mengganggu kinerja Mendukung kinerja Dikecualikan
rancangan MOU /Perjanjian Hubungan pengawasan Obat dan pengawasan Obat selamanya,
Kerja Sama Masyarakat Makanan dalam rangka | dan Makanan dalam kecuali diputus
menjamin keamanan rangka menjamin lain oleh
produk Obat dan keamanan produk pengadilan

Makanan bagi
masyarakat
(mengganggu proses
akibat pengungkapan
informasi yang
prematur)

Obat dan Makanan
bagi masyarakat




-35-

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
3 Berita Faksimili (Brafaks) Biro Kerja Sama dan Pasal 17 huruf f Dapat merugikan Informasi tidak Dikecualikan
yang bersifat rahasia dari Hubungan dan hurufi kepentingan hubungan disalahgunakan selamanya,
Perwakilan Tetap Republik Masyarakat luar negeri sehingga tetap terjaga kecuali diputus
Indonesia maupun hubungan negosiasi lain oleh
Kedutaan Besar Republik internasional dan pengadilan
Indonesia di luar negeri korespondensi
diplomatik yang baik
antar negara
4 Korespondensi antar Seluruh Unit Kerja Pasal 17 hurufa, b . Dapat menghambat |1. Mendukung proses Dikecualikan
Kementerian/Lembaga/ Pusat dan UPT di dan hurufi proses penyelidikan penyelidikan selamanya,
Badan/Satuan Pemerintah lingkungan BPOM . Dapat mengganggu |2. Informasi tidak | kecuali diputus
di dalam maupun di luar kepentingan disalahgunakan lain oleh
negeri sepanjang terkait perlindungan hak atas untuk kepentingan pengadilan
dengan pelaksanaan fungsi kekayaan intelektual pribadi
pengawasan Obat dan dan perlindungan dari (3. Agar kepentingan
Makanan persaingan usaha antar BPOM
tidak sehat dengan mitra tetap
. Dapat menimbulkan terjaga, menjaga
pengungkapan kepentingan
informasi yang perlindungan hak
prematur atas kekayaan
intelektual serta
terhindar dari

persaingan usaha
antar mitra yang
tidak sehat
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
E INFORMASI KEPEGAWAIAN
1 Informasi kepegawaian Biro Sumber Daya Pasal 17 huruf h 1. Berpotensi terjadinya Melindungi hak Informasi
yang mencakup: disiplin Manusia dan seluruh penyalahgunaan data pribadi subjek disiplin
pegawai, pelanggaran kode UPT Teknis rahasia pribadi subjek data/pegawai yang pegawai,
etik dan kode perilaku data  yang dapat bersifat rahasia pelanggaran
pegawai, konseling merugikan kode etik dan

pegawai, proses mutasi,
biodata elektronik pegawai,
perceraian pegawali, kinerja
individu, proses
pengelolaan karier pegawai,
serta informasi terkait
rincian gaji, tunjangan,
honor dan fasilitas
pegawai.

2. Bertentangan dengan

pemilik /subjek data.

asas praduga tak

bersalah

kode perilaku
pegawai, serta
proses mutasi:
5 (lima) tahun
Informasi
proses mutasi,
biodata
elektronik
pegawai,
kinerja
individu,
proses
pengelolaan
karier
pegawai,
informasi
terkait rincian
gaji,
tunjangan,

dan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
honor dan
fasilitas

pegawai: 15
(lima belas)
tahun

3. Biodata
keluarga,
alamat
rumah, nomor
telepon, hasil
konseling, dan

perceraian:
dikecualikan
selamanya.
Informasi dalam proses Biro Sumber Daya Pasal 17 huruf h Dapat mengungkap Melindungi hak Dikecualikan
seleksi terbuka Manusia rahasia pribadi subjek pribadi pegawai yang selamanya,
data, berpotensi bersifat rahasia kecuali diputus
terjadinya lain oleh
penyalahgunaan data pengadilan
pribadi yang dapat
merugikan pemilik data
3 Data proses penilaian Biro Sumber Daya Pasal 17 huruf h Dapat mengungkap Melindungi hak Dikecualikan
talenta yang bersifat Manusia rahasia pribadi subjek pribadi pegawai yang selamanya,
rahasia data, berpotensi bersifat rahasia kecuali diputus
terjadinya lain oleh
penyalahgunaan data pengadilan

pribadi yang dapat
merugikan pemilik data
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
4 Data terperinci mengenai Pusat Pengembangan Pasal 17 huruf h Dapat mengungkap Melindungi hak Dikecualikan
hasil penilaian kompetensi Sumber Daya rahasia pribadi subjek pribadi pegawai yang selamanya,
pegawai Manusia Pengawasan data, berpotensi bersifat rahasia kecuali diputus
Obat dan Makanan terjadinya lain oleh
penyalahgunaan data pengadilan
pribadi yang dapat
merugikan pemilik data
F INFORMASI YANG SUBSTANSINYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DIRAHASIAKAN
1 Informasi Data/Identitas Biro Hukum dan Pasal 17 huruf h 1. UU No.25 |1. Dapat mengungkap | Melindungi identitas Dikecualikan
Pelapor/Pengadu/ Organisasi dan huruf j Tahun 2009 kerahasiaan pribadi dan menjaga selamanya,
masyarakat yang meminta seluruh Unit tentang pelapor dan kerahasiaan kecuali diputus
informasi dan/atau Pelaksana Teknis Pelayanan membahayakan pelapor/pengadu/ lain oleh
menyampaikan pengaduan Publik keselamatan jiwa konsumen pengadilan
melalui kanal pengaduan 2. Undang- pelapor/pengadu/
BPOM Undang Nomor masyarakat yang
11 Tahun 2008 menyampaikan
tentang informasi terkait
Informasi dan pelanggaran di bidang
Transaksi Obat dan Makanan
Elektronik 2. Dapat menurunkan
sebagaimana kepercayaan dan
telah diubah tingkat partisipasi
dengan masyarakat dalam
UndangUndang meminta infomasi
Nomor 19 dan/atau
Tahun 2016 menyampaikan
tentang pengaduan tentang

Perubahan atas

Obat dan Makanan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi

Informasi tertentu yang

akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP Peraturan
Perundang-
undangan lainnya

Dibuka Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

Undang-
Undang Nomor
11 Tahun 2008
tentang
Informasi dan
Transaksi
Elektronik

Informasi lengkap
pengaduan termasuk
sarana, alamat sarana,
pemilik sarana yang
diadukan oleh
pelapor/pengadu/

masyarakat melalui kanal

pengaduan BPOM

Biro Hukum dan
Organisasi, seluruh
Unit Kerja Pusat dan
UPT di lingkungan
BPOM

UU No.25 Tahun
2009 tentang
Pelayanan Publik

Pasal 17 huruf a,
huruf b, huruf h,
dan huruf j

. Dapat menghambat
proses penegakan
hukum terkait kasus
yang diadukan

1. Menjaga
kepentingan proses
penegakan hukum
terkait kasus yang

2. Dapat menghalangi diadukan
tindak lanjut |2. Mendukung tindak
penyelesaian lanjut penyelesaian
pengaduan, proses pengaduan, proses
pemeriksaan hingga pemeriksaan
penyidikan terhadap hingga penyidikan
dugaan pelanggaran terhadap dugaan
di Bidang Obat dan pelanggaran di
Makanan Bidang Obat dan

3. Dapat mengganggu Makanan
kepentingan 3. Melindungi hak
perlindungan hak atas atas kekayaan
kekayaan intelektual intelektual dan
dan perlindungan dari terhindar dari
persaingan usaha persaingan usaha

tidak sehat tidak sehat

Paling lama 30
(tiga puluh) tahun
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
4. Dapat mengungkap 4. Kerahasiaan data
kerahasiaan data pribadi terlapor
pribadi terlapor terjaga

G INFORMASI TERKAIT SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

1 Informasi terkait sistem Pusat Data dan Pasal 17 huruf a, Undang-Undang 1. Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Dikecualikan
keamanan Teknologi Informasi Obat dan b, dan j Nomor 11 Tahun keamanan dan hak atas kekayaan selamanya,
Informasi dan Komunikasi Makanan 2008 tentang efektivitas fungsi intelektual dan kecuali diputus
(TIK) yang mencakup: Informasi dan penegakan hukum terhindar dari lain oleh
a. Sistem keamanan Transaksi dalam pengawasan persaingan usaha pengadilan

elektronik Elektronik Obat dan Makanan tidak sehat
b. Sistem manajemen sebagaimana telah | 2. Dapat mengganggu
database diubah dengan kepentingan

c. Bandwidth management

d. Topologi jaringan BPOM

e. Profil dan konfigurasi
infrastruktur jaringan
komunikasi dalam data
center

f. Konfigurasi data center

g. Internet Protokol (IP)
address private

Undang-Undang
Nomor 19 Tahun
2016 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi
Elektronik

perlindungan hak

atas kekayaan

intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat sebagai
dampak
penyalahgunaan,
diantaranya:

- peretasan sistem
yang dapat
mengakibatkan,
dan tidak
terbatas pada
kebocoran dan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi

Informasi tertentu yang

akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-
undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

manipulasi pada
data rahasia
pribadi,
perusahaan, dan
kekayaan
intelektual.

- kebocoran dan
manipulasi pada
sistem TIK di
lingkungan
BPOM

- penyalahgunaan
dalam
persaingan
kegiatan
ekonomi dan
bisnis yang tidak
sehat

Source code sistem aplikasi

yang digunakan di
lingkungan BPOM

Pusat Data dan
Informasi Obat dan
Makanan serta
seluruh unit kerja
pusat dan UPT di
lingkungan BPOM

Pasal 17 huruf b

Pasal 59 Ayat (1)

Undang-Undang

Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak
Cipta

Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual
dan perlindungan
dari persaingan usaha
tidak sehat

Melindungi hak atas
kekayaan intelektual
dan terhindar dari
persaingan usaha
tidak sehat

Selama
aplikasi masih
aktif digunakan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan

undangan lainnya

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Informasi Pelaksanaan Seluruh Satuan Pasal 17 huruf b Pasal 59 Ayat (1) |1. Dapat mengganggu |1. Melindungi hak | 1. Untuk
Pengadaan Barang dan Kerja di BPOM dan huruf h Undang-Undang kepentingan atas kekayaan informasi
Jasa di BPOM yang Nomor 28 Tahun perlindungan hak atas intelektual dan pribadi atau
menurut sifatnya 2014 tentang Hak kekayaan intelektual terhindar dari informasi yang
dirahasiakan Cipta dan perlindungan dari persaingan usaha memuat
persaingan usaha tidak sehat rahasia
tidak sehat 2. Menjamin dagang/hak
2. Dapat mengungkap keamanan rahasia cipta
rahasia pribadi pribadi dikecualikan
selamanya,
kecuali
diputus lain
oleh
pengadilan
2. Dikecualikan
sampai
dengan
pekerjaan

selesai dengan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
menyisihkan
informasi yang
memuat data
pribadi,
rahasia
dagang/hak
cipta
2 Dokumen penetapan Seluruh Satuan Pasal 17 huruf a - 1. Dapat menghambat | Menjaga kepentingan Dikecualikan
dan/atau pembatalan Kerja di lingkungan dan i proses  penegakan penegakan hukum sampai dengan
sanksi Daftar Hitam yang BPOM hukum dipublikasikan
disampaikan 2. Dapat menimbulkan oleh LKPP
Pengguna Anggaran pengungkapan
(PA)/Kuasa Pengguna informasi yang
Anggaran (KPA) kepada prematur sebelum

Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) terdiri

dari:

a. Surat Keputusan
Penetapan/Surat
Keputusan Penundaan/
Surat Keputusan
Pembatalan;

b. Rekomendasi Aparat
Pengawas Internal
Pemerintah (APIP),
Rekomendasi Badan

dipublikasikan oleh
LKPP
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
Pemeriksa Keuangan
(BPK);
c. Keberatan Penyedia;
d. Usulan Pejabat
Pembuat
Komitmen/Kelompok
Kerja; dan
e. Dokumen lainnya yang
diunggah oleh PA/KPA
3 Dokumen, rekaman dan Biro Umum dan Pasal 17 huruf a 1. Dapat menghambat Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
notulensi pertemuan dan Inspektorat Utama dani proses penegakan proses tahun
rapat (daring dan luring) hukum penegakan hukum
pendampingan satuan 2. Dapat menimbulkan
kerja terkait sanksi Daftar pengungkapan
Hitam informasi yang
prematur sebelum
dipublikasikan oleh
LKPP
4 Data proses pemilihan Biro Umum dan Pasal 17 hurufb |1. Undang-Undang Dapat mengganggu Menjaga kelancaran 1. Untuk
penyedia seluruh Satuan Kerja Nomor 5 Tahun proses pemilihan proses pemilihan informasi
di lingkungan BPOM 1999 tentang penyedia, berpotensi penyedia, persaingan pribadi atau
Larangan menimbulkan usaha yang sehat, informasi yang
Praktek Monopoli | persaingan usaha yang dan terhindar dari memuat
dan Persaingan tidak sehat, berpeluang intervensi selama rahasia
Usaha Tidak adanya intervensi proses dagang/hak
Sehat selama proses cipta
2. Ayat (1) Pasal 58 dikecualikan
Undang-Undang selamanya,
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi
Informasi tertentu yang
akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-
undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

Nomor 28 Tahun
2014 tentang
Hak Cipta

kecuali diputus
lain oleh
pengadilan

. Dikecualikan

sampai dengan
pekerjaan
selesai dengan
menyisihkan
informasi yang
memuat data
pribadi, rahasia
dagang/hak
cipta

Rincian data penyedia
barang/jasa (nama, alamat
kantor, email kantor dan
nomor telepon dapat
dikategorikan sebagai
informasi publik,
selebihnya dikecualikan)

Biro Umum
dan seluruh Satuan
Kerja di BPOM

Pasal 17 huruf h

Dapat mengungkap
rahasia pribadi

Menjamin
kerahasiaan data
pribadi

Dikecualikan
selamanya,
kecuali
dinyatakan lain
oleh pengadilan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya

6 Data transaksi e- Biro Umum Pasal 17 hurufb Undang-Undang 1. Dapat mengganggu | Menjaga kepentingan Sampai dengan
purchasing, dan seluruh Satuan Nomor 5 Tahun perlindungan proses pemilihan transaksi selesai
informasi publik yang Kerja di BPOM 1999 tentang persaingan  usaha | penyedia, persaingan dan audit BPK
dikecualikan adalah terkait Larangan Praktek yang sehat usaha yang sehat, selesai, terbatas
informasi pribadi Monopoli dan 2. Dapat terjadi dan terhindar dari pada nama
PPK/Pejabat Pengadaan Persaingan Usaha pengungkapan intervensi selama informasi nama
(PP) dan nama PT/penyedia Tidak Sehat informasi prematur proses penyedia,
dan distributor. Data yang dapat produk/jasa yang
transaksi detail hanya menimbulkan dibeli, dan nilai
diberikan kepada Satker gangguan atau transaksi.
pembeli dengan isi intervensi selama
informasi pembelian hanya proses
di Satker tersebut

7 Rincian identitas data Biro Umum Pasal 17 huruf h Dapat mengungkap Menjamin Dikecualikan
penyedia barang/jasa yang rahasia pribadi kerahasiaan data selamanya,
ada di Layanan Pengadaan pribadi kecuali
Secara Elektronik (LPSE) dinyatakan lain
seluruh Indonesia (Profil oleh pengadilan
pelaku usaha terdapat
pada aplikasi Sistem
Informasi Kinerja Penyedia
atau SiKAP yang dapat
diakses setelah login)

8 LPSE Support (Dibuka Biro Umum Pasal 17 huruf h Penjelasan Pasal 26 | 1. Dapat mengganggu |1. Terhindar dari Dikecualikan
secara Undang-Undang perlindungan persaingan selamanya,
terbatas untuk Nomor 11 Tahun persaingan  usaha |2. Menjamin kecuali
pemilik akun Sistem 2008 tentang yang sehat kerahasiaan data dinyatakan lain

Informasi dan

pribadi

oleh pengadilan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
Pengadaan Secara Transaksi 2. Dapat mengungkap
Elektronik atau SPSE) Elektronik rahasia pribadi
9 Rincian Harga satuan Biro Umum Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjamin Sampai dengan
dalam perhitungan yang Seluruh Satuan kepentingan perlindungan hak harga satuan
tidak tercantum dalam Kerja di BPOM perlindungan hak atas atas kekayaan baru ditetapkan
dokumen anggaran (Daftar kekayaan intelektual intelektual dan
Isian Pelaksanaan dan perlindungan dari perlindungan dari
Anggaran atau DIPA/ persaingan usaha tidak persaingan usaha
Dokumen Pelaksanaan sehat tidak sehat
Anggaran atau DPA/
Petunjuk Operasional
Kegiatan atau POK)
I INFORMASI LAINNYA
1 Informasi Manajemen Semua Unit Kerja Pasal 17 hurufi Dapat menimbulkan Mendukung kinerja Dikecualikan
Risiko Pusat dan UPT di pengungkapan pengawasan Obat selamanya,
lingkungan BPOM informasi prematur yang | dan Makanan dalam kecuali jika
akan mengganggu rangka menjamin pelapor
efektivitas pengawasan keamanan produk memberikan
Obat dan Makanan Obat dan Makanan persetujuan
bagi masyarakat tertulis untuk
diungkap.
2 Bahan rapat, risalah rapat, Semua Unit Kerja Pasal 17 hurufi Dapat menimbulkan

materi presentasi,
dokumen, rekaman suara,
dan transkripsi rekaman

Pusat dan UPT di
lingkungan BPOM

pengungkapan
informasi prematur yang
akan mengganggu

Mendukung kinerja
pengawasan Obat
dan Makanan dalam
rangka menjamin
keamanan produk

15 (lima belas)

tahun, kecuali
dinyatakan lain
oleh pengadilan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
suara dari pelaksana rapat- efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
rapat yang bersifat rahasia Obat dan Makanan bagi masyarakat
3 Arsip dinamis, vital, dan Semua Unit Kerja Pasal 17 hurufi Dapat menimbulkan Mendukung kinerja 15 (lima belas)
statis yang menurut Pusat dan UPT di pengungkapan pengawasan Obat tahun, kecuali
sifatnya rahasia lingkungan BPOM informasi prematur yang | dan Makanan dalam dinyatakan lain
akan mengganggu rangka menjamin oleh pengadilan
efektivitas pengawasan keamanan produk
Obat dan Makanan Obat dan Makanan
bagi masyarakat
4 Hasil audit sistem Biro Hukum dan Pasal 17 hurufi Dapat menimbulkan Mendukung kinerja 1 (satu) tahun
manajemen mutu atau Organisasi serta pengungkapan pengawasan Obat setelah
Quality Management semua Unit Kerja informasi prematur yang | dan Makanan dalam temuan pada
System (QMS) Pusat dan UPT di akan mengganggu rangka menjamin audit QMS
lingkungan BPOM efektivitas pengawasan keamanan produk dinyatakan
Obat dan Makanan Obat dan Makanan selesai
bagi masyarakat
5 Identitas pelapor Semua Unit Kerja Pasal 17 huruf h Dapat membuka Melindungi identitas Dikecualikan
pelanggaran Pusat dan UPT di kerahasiaan data dan menjaga selamanya,
(Whistleblower) lingkungan BPOM pribadi pelapor dan kerahasiaan data dan kecuali jika
mengancam keamanan pelapor pelapor
keselamatan pelapor memberikan
persetujuan
tertulis untuk
diungkap
6 Identitas pelapor penerima Semua Unit Kerja Pasal 17 huruf h Dapat membuka Melindungi identitas Dikecualikan
gratifikasi Pusat dan UPT di kerahasiaan data dan menjaga selamanya,

lingkungan BPOM

pribadi pelapor dan

kecuali jika
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
mengancam kerahasiaan data dan pelapor
keselamatan pelapor keamanan pelapor memberikan
persetujuan
tertulis untuk
diungkap
7 Data dan informasi terkait Biro Hukum dan Pasal 17 hurufi Dapat menimbulkan Mendukung kinerja Dikecualikan
evaluasi/tinjau ulang Organisasi pengungkapan pengawasan Obat selamanya,
proses bisnis dan/atau tata informasi prematur yang | dan Makanan dalam kecuali diputus
hubungan kerja BPOM menghambat tugas dan rangka menjamin lain oleh
fungsi pengawasan oleh keamanan produk pengadilan
BPOM Obat dan Makanan
bagi masyarakat
8 Informasi terkait rincian Biro Hukum dan Pasal 17 huruf a 1. Informasi dapat | 1.Tidak ada Selama belum
proses sengketa informasi Organisasi dan hurufi disalahgunakan oleh penyalahgunaan ada ketetapan
publik pihak yang tidak informasi dari Komisi
bertanggungjawab 2. Proses Informasi
2. Dapat menghambat penyelesaian
proses penyelesaian sengketa informasi
sengketa informasi dapat berjalan
lancar
9 Data dan informasi terkait Pusat Riset dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Dapat mengungkap Kerahasiaan data Dikecualikan
dengan responden survei Kajian Obat dan Nomor 11 Tahun rahasia pribadi pribadi terjaga selamanya,
Makanan 2008 tentang seseorang kecuali

Informasi dan
Transaksi
Elektronik

sebagaimana telah

diubah dengan

dinyatakan lain
oleh pengadilan
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
Undang-Undang
Nomor 19 Tahun
2016 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi
Elektronik
10 Laporan lengkap hasil Inspektorat I dan Pasal 17 hurufi Dapat mengganngu Menjaga kepentingan 4 (empat) tahun
monitoring dan evaluasi Inspektorat II proses tindak lanjut tindak lanjut hasil
kegiatan pengawasan hasil pemeriksaan pemeriksaan
intern/pemeriksaan
eksternal
11 Laporan lengkap hasil Inspektorat I dan Pasal 17 hurufi 1. Dapat menimbulkan | 1. Menjaga Dikeculikan
audit pengawasan Inspektorat II pengungkapan kepentingan selamanya jika
intern/pemeriksaan informasi prematur pengawasan Obat | terkait informasi
eksternal yang menghambat dan Makanan pribadi atau
proses pengawasan | 2. Menjaga rahasia informasi yang
oleh BPOM pribadi dan | memuat rahasia
2. Dapat mengungkap kepentingan dagang/hak cipta
rahasia pribadi dan pesaingan usaha kecuali
mengganggu yang sehat dinyatakan lain
pesaingan usaha oleh pengadilan

yang sehat
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si tertentu 'yaxi‘g
dikecualikan)

Dasar Hukum Pen

| Pasal 17 UU KIP

ecualian Informasi
: Peraturan
Perundan;

L

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publi

u

Lapdrén lengkap hasil reviu

pengawasan intern

Inspektdraf I dan
Inspektorat I1

Pasal 17 hurufi

Dapat menimbulkan
pengungkapan
informasi prematur yang
menghambat proses
pengawasan internal.

Menjaga kepentingan

pengawasan internal

Selamanya jika
terkait informasi
pribadi atau
informasi yang
memuat rahasia
dagang/hak cipta
kecuali
dinyatakan lain
oleh pengadilan

13

Laporan Forum Konsultasi
Publik di lingkungan BPOM

Biro Hukum dan
Organisasi, seluruh
Unit Kerja Pusat dan
UPT di lingkungan
BPOM yang
melaksanakan

Pasal 17 huruf i

Dapat menimbulkan
pengungkapan
informasi prematur yang
menghambat
pengambilan keputusan
di BPOM

Menjaga kelancaran
pengambilan
keputusan di BPOM

Selama proses
masih berjalan
dan keputusan
belum ditetapkan,
kecuali kepada
peserta dan
instansi terkait

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

—LaL

REGHI PERDANA




RADAMN POM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.221.08.23.60 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560
Email: ppid@pom.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR B-0OT.03.03.1.2.08.23.223 TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023, Kamis tanggal 16 bulan Maret tahun 2023, dan Rabu tanggal 3 bulan Mei
tahun 2023 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom
meeting online sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
A INFORMASI TERKAIT HUKUM

Data dan Informasi untuk
penanganan perkara
pidana, perkara
perdata/niaga, perkara tata
usaha negara, perkara
peradilan, dan perkara non
litigasi

Biro Hukum dan

Organisasi

Seluruh Unit
Pelaksana Teknis
(UPT) di

lingkungan BPOM

Pasal 17 huruf a

1.

Kitab Undang-
Undang Hukum
Pidana

Kitab Undang-
Undang Hukum
Perdata
Undang-
Undang Nomor
8 Tahun 1981
tentang Hukum
Acara Pidana
Undang-
Undang Nomor
14 Tahun 1985
tentang
Mahkamah
Agung
sebagaimana

Dapat menghambat
proses penegakan
hukum

Menjaga kepentingan
proses penegakan
hukum

Paling lama 30
(tiga puluh)
tahun



mailto:ppid@pom.go.id

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan

undangan lainnya

telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor
3 Tahun 2009
tentang
Perubahan
Kedua atas
Undang-
Undang Nomor
14 Tahun 1985
tentang
Mahkamah
Agung

5.  Undang-
Undang Nomor
2 Tahun 1986
tentang
Peradilan
Umum
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor
49 Tahun 2009
tentang
Perubahan
Kedua atas
Undang-
Undang Nomor
14 Tahun 1985
tentang
Peradilan
Umum




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
6. Undang-

Undang Nomor
5 Tahun 1986
tentang
Peradilan Tata
Usaha Negara
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor
51 Tahun 2009
tentang
Perubahan
Kedua atas
Undang-
Undang Nomor
5 Tahun 1986
tentang
Peradilan Tata
Usaha Negara

7. Undang-
Undang Nomor
5 Tahun 1999
tentang
Larangan
Praktek
Monopoli dan
Persaingan
Usaha Tidak
Sehat

8. Undang-
Undang Nomor
8 Tahun 1999
tentang
Perlindungan
Konsumen




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi

Informasi tertentu yang
akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-

undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

.

10.

11.

12.

Undang-
Undang Nomor
39 Tahun 1999
tentang Hak
Asasi Manusia
Undang-
Undang Nomor
24 Tahun 2003
tentang
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor
7 Tahun 2020
tentang
Perubahan
Ketiga atas
Undang-
Undang Nomor
24 Tahun 2003
tentang
Mahkamah
Konstitusi
Undang-
Undang Nomor
37 Tahun 2008
tentang
Ombudsman
Republik
Indonesia
Undang-
Undang Nomor
48 Tahun 2009
tentang




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu

Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan

undangan lainnya

Kekuasaan
Kehakiman

13. Undang-
Undang Nomor
18 Tahun 2012
tentang Pangan

14. Undang-
Undang Nomor
5 Tahun 2014
tentang
Aparatur Sipil
Negara

15. Undang-undang
Nomor 30
Tahun 2014
tentang
Administrasi
Pemerintahan

16. Undang-
Undang Nomor
13 Tahun 2016
tentang Paten

17. Undang-
Undang Nomor
20 Tahun 2016
tentang Merek
dan Indikasi
Geografis

18. Undang-undang
Nomor 6 Tahun
2023 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-
Undang Nomor
2 Tahun 2022




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
tentang Cipta
Kerja menjadi
Undang-
Undang
19. Undang-
Undang Nomor
17 Tahun 2023
tentang
Kesehatan
2 Data dan Informasi dalam Biro Hukum dan Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan Paling lama 30
petimbangan/pemberian/ Organisasi proses penyelidikan dan proses penyelidikan (tiga puluh)
penyuluhan hukum yang penyidikan suatu tindak | dan penyidikan suatu tahun
mencakup: pidana dan/atau proses tindak pidana
a. Pertimbangan hukum penegakan hukum dan/atau proses
di lingkungan BPOM penegakan hukum
sepanjang bersifat
rahasia.
b. Pemberian konsultasi
hukum kepada
stakeholders, Lembaga
swadaya Masyarakat
(LSM), advokat, dan
mahasiswa sepanjang
bersifat rahasia
c. Penyuluhan hukum di
lingkungan BPOM,
sepanjang bersifat
rahasia
3 Data dan Informasi dalam [1. Biro Hukum dan | Pasal 17 hurufa, Dapat menghambat |1. Menjaga Paling lama 30

naskah akademik/kajian/
pertimbangan, risalah
rapat, masukan dari
berbagai pihak, slide
presentasi, dokumen,
rekaman suara/transkripsi
rekaman suara dari
pelaksanaan rapat dalam
proses pembentukan

Organisasi

2. Biro Kerja Sama
dan Hubungan
Masyarakat

huruf b dan hurufi

proses  penegakan
hukum di bidang
Obat dan Makanan

Dapat menghambat
upaya pengawasan
Obat dan Makanan
dalam rangka
menjamin Obat dan

kepentingan proses
penegakan hukum
di bidang Obat dan
Makanan

2. Mendukung upaya

pengawasan Obat
dan Makanan
dalam rangka
menjamin Obat dan

(tiga puluh) tahun




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
peraturan perundang- Makanan aman bagi Makanan aman
undangan dan masyarakat bagi masyarakat
naskah/bahan kerja sama Dapat merugikan [3. Dapat melindungi
yang bersifat rahasia kepentingan kepentingan
hubungan luar hubungan luar
negeri negeri
Mengganggu . Dapat melindungi
kepentingan hak atas kekayaan
perlindungan  hak intelektual dan
atas kekayaan terhindar dari
intelektual dan persaingan usaha
perlindungan  dari tidak sehat
persaingan  usaha
tidak sehat.

4 Pengenaan sanksi [Unit Kerja Pusat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Dikecualikan
administratif terkait terkait pada: kepentingan perlindungan dari sampai dengan
produksi dan distribusi 1. Deputi Bidang perlindungan dari persaingan usaha ditetapkan
Obat dan Makanan Pengawasan Obat, persaingan usaha tidak tidak sehat pencabutan

Narkotika, sehat izinnya
Psikotropika,

Prekursor dan Zat
Adiktif

. Deputi Bidang
Pengawasan Obat
Tradisional,
Suplemen
Kesehatan dan
Kosmetik

. Deputi Bidang
Pengawasan

Pangan Olahan




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
B INFORMASI TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
1 Informasi permohonan dan [1. Unit Kerja Pusat Pasal 17 hurufb |1. Undang-Undang Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Untuk data
evaluasi dalam rangka terkait pada: dan i Nomor 25 Tahun kepentingan perlindungan hak atau informasi
pengawasan Obat dan a. Deputi Bidang 2009 tentang | perlindungan hak atas atas kekayaan yang
Makanan yang mencakup: Pengawasan Pelayanan Publik kekayaan intelektual intelektual dan merupakan
a. Pendaftaran/ Obat, Narkotika, 2. Undang-Undang dan perlindungan dari perlindungan dari rahasia
registrasi/notifikasi Psikotropika, Nomor 13 Tahun | persaingan usaha tidak persaingan usaha dagang
produk Prekursor dan 2016 tentang sehat tidak sehat dikecualikan
b. Perizinan/ Zat Adiktif Paten selamanya,
rekomendasi/ b. Deputi Bidang 3. Undang-Undang kecuali
sertifikasi/inspeksi Pengawasan 8 Tahun 1999 diputus lain
sarana produksi dan Obat tentang oleh
distribusi Tradisional, Perlindungan pengadilan
c. Uji klinik/praklinik Suplemen Konsumen Untuk
d. Penerbitan surat Kesehatan dan kekayaan
keterangan Kosmetik intelektual
ekspor/impor c. Deputi Bidang terkait paten
e. Rekomendasi atau Pengawasan mengikuti
konsultasi denah Pangan Olahan jangka waktu
bangunan . Seluruh UPT di berlakunya
f. Penerbitan persetujuan lingkungan BPOM paten

penggunaan fasilitas
bersama Obat, Obat
Tradisional, dan
Kosmetik

g. Persetujuan rancangan
iklan Obat, Obat
Tradisional, dan
Suplemen Kesehatan

h. Analisis Hasil
Pengawasan dalam
rangka impor dan
ekspor Narkotika,
Psikotropika dan
Prekursor Farmasi

i. Penerbitan Certificate of
Pharmaceutical Product
(CPP) Obat




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan

undangan lainnya

Penerbitan persetujuan
protokol dan laporan uji
bioekivalensi
k. Rekomendasi importir
produsen Bahan
Berbahaya/
rekomendasi
persetujuan impor
Bahan Berbahaya
Penerbitan surat
keterangan keamanan
kemasan Pangan
m. Pengkajian keamanan
Pangan Produk
Rekayasa Genetik (PRG)
n. Pengkajian keamanan,
mutu, manfaat/khasiat,
dan/atau gizi Obat

Tradisional, Suplemen

Kesehatan, Obat Kuasi,

Kosmetik, dan Pangan

Olahan

. Pengkajian keamanan,
mutu, gizi dan manfaat

Pangan untuk:

- Bahan Tambahan
Pangan dan bahan
penolong

- Klaim gizi dan
kesehatan, bahan
baku, zat gizi dan
non gizi

- Kategori Pangan,
label dan iklan
Pangan




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
2 Laporan  Kegiatan dari [1. Unit Kerja Pusat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan | 1. Untuk data
Sarana Produksi dan terkait pada: dan hurufi kepentingan hak atas kekayaan atau informasi
Distribusi Obat dan a. Deputi Bidang perlindungan hak atas intelektual dan yang
Makanan terkait: Pengawasan kekayaan intelektual terhindar dari merupakan
a. Tindakan perbaikan Obat, Narkotika, dan perlindungan dari persaingan usaha rahasia
hasil pemeriksaan Psikotropika, persaingan usaha tidak sehat dagang
sarana produksi dan Prekursor dan tidak sehat dikecualikan
distribusi Zat Adiktif selamanya,
(CAPA/ Corrective  and b. Deputi Bidang kecuali
Preventive Action) Pengawasan diputus lain
b. Pembelian atau stok Obat oleh
bahan Obat dan Tradisional, pengadilan
penggunaannya untuk Suplemen 2. Untuk
produksi Kesehatan dan kekayaan
c. Stok produk obat Kosmetik intelektual
d. Hasil pengujian internal c. Deputi Bidang terkait paten
atau eksternal bahan Pengawasan mengikuti
baku dan produk Pangan Olahan jangka waktu
pangan olahan dalam 2. Seluruh UPT di berlakunya
rangka tindak lanjut lingkungan BPOM paten
pengawasan
e. Hasil ketertelusuran

bahan baku dan produk
Obat Tradisional, Obat
Kuasi, Suplemen
Kesehatan, dan Pangan

Olahan dalam rangka
tindak lanjut
pengawasan

Hasil penarikan bahan
baku dan produk Obat
Tradisional, Obat Kuasi,
Suplemen  Kesehatan,
dan Pangan Olahan

Pemusnahan bahan
Pangan, bahan baku,
kemasan dan produk
Obat Tradisional, Obat




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi
Informasi tertentu yang
akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-
undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

Kuasi, Suplemen
Kesehatan, dan Pangan
Olahan

h. Pelaksanaan audit

internal dalam rangka
penerapan Program
Manajemen Risiko (PMR)
Industri Pangan Olahan
Data realisasi produksi
bahan baku, produk
Obat Tradisional, Obat
Kuasi dan Suplemen
Kesehatan serta industri
Pangan yang
memproduksi Suplemen
Kesehatan
Data/informasi
perubahan Dokumen
Induk Industri Obat
Tradisional (DIIOT) serta
dokumen lain yang
berhubungan  dengan

perubahan informasi
DIIOT

k. Dokumen/informasi
perubahan
Denah/Rencana Induk
pembangunan
(RIP)/Sistem Tata Udara
Pelaksanaan audit
internal atau self

assesment dalam rangka
izin penerapan Sistem
Manajemen Keamanan
Pangan Olahan (SMKPO)




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
3 Data track record |1. Unit Kerja Pusat Pasal 17 huruf b Dapat menimbulkan Menjaga dari Dikecualikan
pelanggaran pelaku usaha terkait pada: persaingan usaha tidak persaingan usaha selamanya,
di bidang Obat dan a. Deputi Bidang sehat tidak sehat kecuali diputus
Makanan Pengawasan lain oleh
Obat, Narkotika, pengadilan
Psikotropika,
Prekursor dan
Zat Adiktif
b. Deputi Bidang
Pengawasan
Obat
Tradisional,
Suplemen
Kesehatan dan
Kosmetik
c. Deputi Bidang
Pengawasan
Pangan Olahan
d. Deputi Bidang
Penindakan
. Seluruh UPT di
lingkungan BPOM
4 Hasil pengawasan produk . Direktorat Pasal 17 hurufa, b . Dapat menghambat |1. Menjaga Untuk data
dan sarana produksi dan pengawasan pada: dan hurufi proses penegakan kepentingan proses atau informasi
distribusi Obat dan a) Deputi Bidang hukum di bidang Obat penegakan hukum yang
Makanan serta sarana Pengawasan dan Makanan di bidang Obat dan merupakan
pelayanan kefarmasian Obat, 2. Dapat mengganggu Makanan rahasia
serta tindak lanjutnya, Narkotika, kepentingan 2. Menjaga dagang
diantaranya: Psikotropika, perlindungan hak atas kepentingan dikecualikan
a. Berita Acara atau Prekursor dan kekayaan intelektual perlindungan hak selamanya,
laporan pelaksanaan Zat Adiktif dan perlindungan dari atas kekayaan kecuali
pemeriksaan atau b) Deputi Bidang persaingan usaha intelektual dan diputus lain
pendampingan kepada Pengawasan tidak sehat perlindungan dari oleh
sarana produksi, Obat 3. Dapat menghambat persaingan usaha pengadilan
distribusi dan sarana Tradisional, upaya pengawasan tidak sehat Untuk
pelayanan kefarmasian Suplemen Obat dan Makanan [3. Mendukung upaya kekayaan
beserta formulir- dalam rangka pengawasan Obat intelektual




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi
Informasi tertentu yang
akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-
undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

formulir
kelengkapannya

. Informasi tindak lanjut

hasil sampling dan

pengujian

Surat tindak lanjut hasil

pengawasan/

peringatan/peringatan
keras

Berita Acara audiensi

tindak lanjut hasil

pengawasan Obat dan

Makanan

. Dokumen rekomendasi
tindak lanjut yang
diberikan kepada lintas
sektor terkait hasil
pengawasan Obat dan
Makanan
Laporan hasil audit dan
pemeriksaan sarana
produksi dalam rangka
pembinaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
(UMKM)

. Laporan hasil pengujian
produk pada kegiatan
Desa Pangan Aman,
Pasar Aman dari Bahan
Berbahaya serta
Sekolah Pangan Aman
yang masih merupakan
data mentah (belum
diolah)

Kesehatan dan
Kosmetik
c) Deputi Bidang
Pengawasan
Pangan Olahan
2. Seluruh UPT di
lingkungan BPOM

menjamin Obat dan
Makanan aman bagi
masyarakat

dan Makanan
dalam rangka
menjamin Obat dan
Makanan aman
bagi masyarakat

terkait paten
mengikuti
jangka waktu
berlakunya
paten

Data dan informasi terkait
sampling dan pengujian
Obat dan Makanan, yang
mencakup:

1. Direktorat
pengawasan pada:
a. Deputi Bidang

Pengawasan

Pasal 17 huruf a
dan i

. Dapat
proses

menghambat
penegakan

hukum di bidang Obat

dan

Makanan,

. Menjaga

kepentingan proses
penegakan hukum
di bidang Obat dan

Dikecualikan
selamanya,
kecuali diputus




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
a. Pedoman sampling Obat Obat, Narkotika, menghambat proses Makanan, proses lain oleh
dan Makanan Psikotropika, penyelidikan dan penyelidikan dan pengadilan
b. Rencana pelaksanaan Prekursor dan penyidikan suatu penyidikan  suatu
sampling Obat dan Zat Adiktif tindak pidana tindak pidana
Makanan b. Deputi Bidang dan/atau proses dan/atau  proses
c. Laporan dan data Pengawasan penegakan hukum penegakan hukum.
lengkap hasil sampling Obat 2. Dapat menghambat |2. Mendukung upaya
dan pengujian Obat dan Tradisional, upaya pengawasan pengawasan Obat
Makanan Suplemen Obat dan Makanan dan Makanan
Kesehatan dan dalam rangka dalam rangka
Kosmetik menjamin Obat dan menjamin Obat dan
c. Deputi Bidang Makanan aman bagi Makanan aman
Pengawasan masyarakat bagi masyarakat
Pangan Olahan
. Biro Perencanaan
dan Keuangan
. Pusat
Pengembangan
Pengujian Obat dan
Makanan Nasional
. Seluruh UPT di
lingkungan BPOM
6 Informasi investigasi Obat Seluruh UPT di Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan Paling lama 30
dan Makanan lingkungan BPOM dan hurufi proses penyelidikan dan proses penyelidikan (tiga puluh)
penyidikan suatu tindak | dan penyidikan suatu tahun
pidana dan/atau proses tindak pidana
penegakan hukum dan/atau proses
penegakan hukum
7 Informasi penyidikan Obat . Direktorat Pasal 17 huruf a, Dapat menghambat Menjaga kepentingan Paling lama 30
dan Makanan Penyidikan Obat c, dan hurufi proses penegakan proses penegakan (tiga puluh)
dan Makanan hukum hukum tahun

. Seluruh UPT di

lingkungan BPOM




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
8 Data dan informasi . Direktorat Pasal 17 huruf b, . Dapat mengganggu |1. Menjaga Untuk data
farmakovigilans termasuk Pengawasan huruf h dan huruf kepentingan kepentingan atau informasi
laporan efek samping Obat Keamanan, Mutu, i perlindungan hak atas perlindungan hak yang
dan Makanan dan Ekspor Impor kekayaan intelektual atas kekayaan merupakan
Obat, Narkotika, dan perlindungan dari intelektual dan rahasia
Psikotropika, persaingan usaha perlindungan dari dagang
Prekursor dan Zat tidak sehat persaingan usaha dikecualikan
Adiktif . Dapat mengungkap tidak sehat selamanya,
. Direktorat rahasia pribadi 2. Tidak mengungkap kecuali
Pengawasan Obat . Dapat menimbulkan rahasia pribadi diputus lain
Tradisional dan kepanikan di |3. Tidak oleh
Suplemen masyarakat menimbulkan pengadilan
Kesehatan kepanikan di Untuk
. Direktorat masyarakat kekayaan
Pengawasan intelektual
Kosmetik terkait paten
mengikuti
jangka waktu
berlakunya
paten
Untuk data
dan informasi
yang
merupakan
rahasia
pribadi
dikecualikan
selamanya,
kecuali
apabila pihak
yang
rahasianya
diungkap
memberikan
persetujuan

tertulis




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
9 Data dan informasi hasil Pusat Analisis Pasal 17 hurufi Dapat menghambat Mendukung upaya 10 (sepuluh)
analisis kebijakan yang Kebijakan Obat dan upaya pengawasan Obat pengawasan Obat tahun
belum diolah (dalam Makanan dan Makanan dalam dan Makanan dalam
bentuk data mentah) rangka menjamin Obat rangka menjamin
dan Makanan aman Obat dan Makanan
bagi masyarakat aman bagi
masyarakat
10 Informasi terkait strategi Pusat Analisis Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan Paling lama 30
pengawasan Obat dan Kebijakan Obat dan dan huruf i penegakan hukum penegakan hukum (tiga puluh) tahun
Makanan yang dapat Makanan
berdampak pada efektivitas
pengawasan
11 Data permohonan Direktorat Registrasi Pasal 17 huruf b - Dapat mengganggu Menjaga kepentingan | 1. Untuk data

pembatalan Obat
Tradisional, Suplemen
Kesehatan, Obat Kuasi dan
Kosmetik

Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik

dan hurufi

kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual
dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat

perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat

atau informasi
yang
merupakan
rahasia
dagang
dikecualikan
selamanya,
kecuali
diputus lain
oleh
pengadilan

2. Untuk

kekayaan
intelektual
terkait paten
mengikuti
jangka waktu
berlakunya
paten




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
12 Informasi pengawasan 1. Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Untuk data
promosi/iklan Obat dan pengawasan pada: dan hurufi kepentingan perlindungan hak atau informasi
Makanan (termasuk surat a. Deputi Bidang perlindungan hak atas atas kekayaan yang
rencana target pengawasan Pengawasan kekayaan intelektual intelektual dan merupakan
dan tindak lanjut Obat, Narkotika, dan perlindungan dari perlindungan dari rahasia
promosi/iklan) Psikotropika, persaingan usaha tidak persaingan usaha dagang
Prekursor dan sehat tidak sehat dikecualikan
Zat Adiktif selamanya,
b. Deputi Bidang kecuali
Pengawasan diputus lain
Obat oleh
Tradisional, pengadilan
Suplemen Untuk
Kesehatan dan kekayaan
Kosmetik intelektual
c. Deputi Bidang terkait paten
Pengawasan mengikuti
Pangan Olahan jangka waktu
2. Seluruh UPT di berlakunya
lingkungan BPOM paten
13 Berita Acara penilaian dan Direktorat Registrasi Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Untuk data
surat tindak lanjut atas Obat Tradisional, dan hurufi kepentingan perlindungan hak atau
hasil penilaian Dokumen Suplemen Kesehatan perlindungan hak atas atas kekayaan informasi
Informasi Produk (DIP) dan Kosmetik kekayaan intelektual intelektual dan yang
Kosmetik dan perlindungan dari perlindungan dari merupakan
persaingan usaha tidak persaingan usaha rahasia
sehat tidak sehat dagang
dikecualikan
selamanya,
kecuali

diputus lain
oleh
pengadilan
Untuk
kekayaan
intelektual
terkait paten




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
mengikuti
jangka waktu
berlakunya
paten
14 Kajian tren/analisis Direktorat Cegah Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan 25 (dua puluh
kejahatan Obat dan Tangkal dan huruf i proses penegakan penegakan hukum lima) tahun
Makanan hukum
15 Data dan informasi dalam Direktorat Cegah Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan 25 (dua puluh
kegiatan penggalangan Tangkal dan hurufi proses penegakan penegakan hukum lima) tahun
komitmen pemangku hukum
kepentingan dalam rangka
pencegahan kejahatan obat
dan makanan
16 Data kerawanan kejahatan Direktorat Cegah Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
Obat dan Makanan Tangkal dan Seluruh dan hurufi proses penegakan proses penegakan tahun
UPT di lingkungan hukum karena hukum karena
BPOM mengungkapkan data menjamin keamanan
intelijen kriminal dan data intelijen
rencana-rencana yang kriminal dan
berhubungan dengan rencana-rencana
pencegahan dan yang berhubungan
penanganan segala dengan
bentuk pencegahan dan
kejahatan di bidang penanganan segala
Obat dan Makanan bentuk
kejahatan di bidang
obat dan Makanan
17 Informasi terkait intelijen Direktorat Intelijen Pasal 17 huruf a Undang-Undang Dapat menghambat Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
Obat dan Makanan, Obat dan Makanan dan hurufi Nomor 17 Tahun proses penegakan penegakan hukum tahun
termasuk didalamnya dan seluruh UPT di 2011 tentang hukum
rencana operasi, lingkungan BPOM Intelijen Negara
rekomendasi, perkiraan,
dan hasil kegiatan intelijen
Obat dan Makanan
18 Basic Descriptive Intelijen Direktorat Intelijen Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)

(BDI)

Obat dan Makanan

dan hurufi

proses penegakan
hukum

penegakan hukum

tahun




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
dan seluruh UPT di
lingkungan BPOM
19 Hasil pengawasan di ranah | Direktorat Siber Obat Pasal 17 huruf a Dapat menghambat Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
siber, berupa: dan Makanan dan dan hurufi proses penegakan penegakan hukum tahun
a. Daftar tautan hasil seluruh UPT di hukum
patroli siber lingkungan BPOM
b. Penyusunan profil
pelanggaran/ kejahatan
Obat dan Makanan di
ranah Siber
c. Hasil analisis digital
forensik
d. Hasil analisis dan
evaluasi data patroli
siber
e. Rekomendasi tindak
lanjut profiling
20 Hasil kajian Obat, . Direktorat Pasal 17 huruf b Undang-Undang Dapat mengganggu |1. Menjaga Untuk
Narkotika, Psikotropika, Standardisasi dan huruf i Nomor 25 Tahun kepentingan kepentingan kekayaan
Prekursor dan Zat Adiktif, Obat, Narkotika, 2009 tentang perlindungan  hak perlindungan hak intelektual
Obat Tradisional, Psikotropika, Pelayanan Publik atas kekayaan atas kekayaan terkait paten
Suplemen Kesehatan, Obat Prekursor dan Zat intelektual dan intelektual dan mengikuti
Kuasi dan Kosmetik yang Adiktif perlindungan  dari perlindungan dari jangka waktu
bersifat rahasia . Direktorat persaingan  usaha persaingan usaha berlakunya
Standardisasi Obat tidak sehat tidak sehat paten
Tradisional, Mengganggu kinerja |2. Mendukung kinerja Untuk data
Suplemen pengawasan  Obat pengawasan Obat dan informasi
Kesehatan dan dan Makanan dalam dan Makanan selain terkait
Kosmetik rangka menjamin dalam rangka paten,
keamanan, mutu menjamin dikecualikan
dan khasiat produk keamanan produk selamanya,
Obat dan Makanan Obat dan Makanan kecuali

bagi masyarakat

bagi masyarakat

diputus lain
oleh
pengadilan




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
21 Pelaporan audit internal Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
atau self assesment dalam Pengawasan dan hurufi kepentingan perlindungan hak tahun
rangka izin penerapan Produksi Pangan perlindungan hak atas atas kekayaan
Program Manajemen Risiko Olahan kekayaan intelektual dan
(PMR) intelektual dan perlindungan dari
perlindungan dari persaingan usaha
persaingan usaha tidak sehat
tidak sehat
22 Pelaporan audit internal Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
atau self assesment dalam Pengawasan dan huruf i kepentingan perlindungan hak tahun
rangka izin penerapan Peredaran Pangan perlindungan hak atas atas kekayaan
Sistem Manajemen Olahan kekayaan intelektual dan
Keamanan Pangan Olahan intelektual dan perlindungan dari
(SMKPO) perlindungan dari persaingan usaha
persaingan usaha tidak sehat
tidak sehat
23 Data dalam rangka Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
penyusunan kajian atau Pengawasan dan hurufi kepentingan perlindungan hak tahun
kebijakan terkait Produksi Pangan perlindungan hak atas atas kekayaan
pengawasan sarana Olahan kekayaan intelektual dan
produksi Pangan Olahan intelektual dan perlindungan dari
perlindungan dari persaingan usaha
persaingan usaha tidak sehat
tidak sehat
24 Data dalam rangka Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
penyusunan kajian atau Pengawasan dan hurufi kepentingan perlindungan hak tahun
kebijakan terkait Peredaran Pangan perlindungan hak atas atas kekayaan
pengawasan sarana Olahan kekayaan intelektual dan
peredaran Pangan Olahan intelektual dan perlindungan dari
perlindungan dari persaingan usaha
persaingan usaha tidak sehat
tidak sehat
25 Tindak lanjut hasil Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Untuk data
pengawasan promosi/iklan Pengawasan dan hurufi kepentingan perlindungan hak atau informasi
dan label produk tembakau Keamanan, Mutu, perlindungan hak atas atas kekayaan yang
kepada industri rokok dan Ekspor Impor kekayaan intelektual intelektual dan merupakan
dan/atau instansi terkait Obat, Narkotika, dan perlindungan dari perlindungan dari rahasia




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
Psikotropika, persaingan usaha tidak persaingan usaha dagang
Prekursor dan Zat sehat tidak sehat dikecualikan
Adiktif selamanya,
kecuali
diputus lain
oleh
pengadilan
Untuk
kekayaan
intelektual
terkait paten
mengikuti
jangka waktu
berlakunya
paten
26 Contoh kemasan produk Direktorat Pasal 17 huruf b Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Untuk data
tembakau dan hasil Pengawasan dan hurufi kepentingan perlindungan hak atau informasi
pengujian kandungan Keamanan, Mutu, perlindungan hak atas atas kekayaan yang
nikotin dan tar dari pelaku dan Ekspor Impor kekayaan intelektual intelektual dan merupakan
Usaha Obat, Narkotika, dan perlindungan dari perlindungan dari rahasia
Psikotropika, persaingan usaha tidak persaingan usaha dagang
Prekursor dan Zat sehat tidak sehat dikecualikan
Adiktif selamanya,
kecuali

diputus lain
oleh
pengadilan
Untuk
kekayaan
intelektual
terkait paten
mengikuti
jangka waktu
berlakunya
paten




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.

Informasi (berisi
Informasi tertentu yang
akan dikecualikan)

Unit yang
Menguasai
Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik

Pasal 17 UU KIP

Peraturan
Perundang-

undangan lainnya

Dibuka

Ditutup

Jangka waktu
Informasi yang
Dikecualikan

INFORMASI BARANG MILIK NEGA

RA (BMN)

Informasi Barang Milik
Negara (BMN), tidak
terbatas pada:

a. Informasi penggunaan,
pemanfaatan,
pemindahtanganan dan
penghapusan BMN
yang sedang dalam
proses (Surat, Nota
Dinas, dan Berita
Acara)

b. Data BMN berupa
tanah yang masih
dalam proses
pembuatan surat bukti
kepemilikan

c. Sertifikat Tanah

d. Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)
Gedung

Biro Umum

Pasal 17 hurufi

Mengganggu kinerja
pengelolaan aset negara
sebagai sarana
pendukung kinerja
pengawasan Obat dan
Makanan
(mengganggu proses
akibat pengungkapan
informasi yang
prematur)

Menjaga kinerja
pengelolaan aset
negara sebagai
sarana pendukung
kinerja pengawasan
Obat dan Makanan

25 (dua puluh
lima) tahun,
kecuali untuk
dokumen selain
terkait tanah dan
bangunan yang
masih dalam
proses maka
jangka waktu
pengecualian
sampai proses
selesai

Informasi master plan dan
detail layout bangunan,
termasuk sistem keamanan
di dalamnya

Biro Umum

Pasal 17 hurufi

Mengganggu kinerja
pengelolaan aset negara
dan sistem keamanan
sebagai sarana
pendukung kinerja
pengawasan Obat dan
Makanan

Menjaga kinerja
pengelolaan aset
negara sebagai
sarana pendukung
kinerja pengawasan
Obat dan Makanan

25 (dua puluh
lima) tahun




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya

D INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSTANSI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI

1 Informasi di dalam . Biro Kerja Sama Pasal 17 hurufi Dapat mengganggu Melindungi Informasi yang
Memorandum of dan Hubungan kelancaran proses kerja kelancaran proses dirahasiakan
Understanding (MoU) dan Masyarakat sama kerja sama dihitamkan,
perjanjian kerja sama . Unit Kerja Pusat kecuali
dengan instansi dan UPT di dinyatakan
pemerintah maupun lingkungan BPOM terbuka oleh
swasta yang bersifat yang melakukan mitra kerja
rahasia perjanjian kerja

sama

2 Kajian/tanggapan atas Biro Kerja Sama dan Pasal 17 hurufi Mengganggu kinerja Mendukung kinerja Dikecualikan
rancangan MOU /Perjanjian Hubungan pengawasan Obat dan pengawasan Obat selamanya,
Kerja Sama Masyarakat Makanan dalam rangka | dan Makanan dalam kecuali diputus

menjamin keamanan rangka menjamin lain oleh
produk Obat dan keamanan produk pengadilan
Makanan bagi Obat dan Makanan
masyarakat bagi masyarakat

(mengganggu proses
akibat pengungkapan

informasi yang

prematur)

3 Berita Faksimili (Brafaks) Biro Kerja Sama dan Pasal 17 huruf f Dapat merugikan Informasi tidak Dikecualikan
yang bersifat rahasia dari Hubungan dan hurufi kepentingan hubungan disalahgunakan selamanya,
Perwakilan Tetap Republik Masyarakat luar negeri sehingga tetap terjaga kecuali diputus
Indonesia maupun hubungan negosiasi lain oleh
Kedutaan Besar Republik internasional dan pengadilan
Indonesia di luar negeri korespondensi

diplomatik yang baik
antar negara

4 Korespondensi antar Seluruh Unit Kerja Pasal 17 huruf a, b . Dapat menghambat |1. Mendukung proses Dikecualikan
Kementerian/Lembaga/ Pusat dan UPT di dan hurufi proses penyelidikan penyelidikan selamanya,
Badan/Satuan Pemerintah lingkungan BPOM . Dapat mengganggu |2. Informasi tidak kecuali diputus
di dalam maupun di luar kepentingan disalahgunakan lain oleh
negeri sepanjang terkait perlindungan hak atas untuk kepentingan pengadilan
dengan pelaksanaan fungsi kekayaan intelektual pribadi
pengawasan Obat dan dan perlindungan dari (3. Agar kepentingan
Makanan antar BPOM




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
persaingan usaha dengan mitra tetap
tidak sehat terjaga, menjaga
3. Dapat menimbulkan kepentingan
pengungkapan perlindungan hak
informasi yang atas kekayaan
prematur intelektual serta
terhindar dari
persaingan usaha
antar mitra yang
tidak sehat
E INFORMASI KEPEGAWAIAN
1 Informasi kepegawaian Biro Sumber Daya Pasal 17 huruf h 1. Berpotensi terjadinya Melindungi hak Informasi
yang mencakup: disiplin Manusia dan seluruh penyalahgunaan data pribadi subjek disiplin
pegawai, pelanggaran kode UPT Teknis rahasia pribadi subjek data/pegawai yang pegawai,
etik dan kode perilaku data yang  dapat bersifat rahasia pelanggaran
pegawai, konseling merugikan kode etik dan
pegawai, proses mutasi, pemilik /subjek data. kode perilaku
biodata elektronik pegawai, 2. Bertentangan dengan pegawai, serta
perceraian pegawai, kinerja asas praduga tak proses mutasi:
individu, proses bersalah

pengelolaan karier pegawai,
serta informasi terkait
rincian gaji, tunjangan,
honor dan fasilitas
pegawai.

5 (lima) tahun
Informasi
proses mutasi,
biodata
elektronik
pegawai,
kinerja
individu,
proses
pengelolaan
karier
pegawai,
informasi
terkait rincian
gaji,
tunjangan,
honor
fasilitas
pegawai: 15

dan

dan




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
(lima belas)
tahun
Biodata
keluarga,
alamat
rumah, nomor
telepon, hasil
konseling, dan
perceraian:
dikecualikan
selamanya.
2 Informasi dalam proses Biro Sumber Daya Pasal 17 huruf h Dapat mengungkap Melindungi hak Dikecualikan
seleksi terbuka Manusia rahasia pribadi subjek pribadi pegawai yang selamanya,
data, berpotensi bersifat rahasia kecuali diputus
terjadinya lain oleh
penyalahgunaan data pengadilan
pribadi yang dapat
merugikan pemilik data
3 Data proses penilaian Biro Sumber Daya Pasal 17 huruf h Dapat mengungkap Melindungi hak Dikecualikan
talenta yang bersifat Manusia rahasia pribadi subjek pribadi pegawai yang selamanya,
rahasia data, berpotensi bersifat rahasia kecuali diputus
terjadinya lain oleh
penyalahgunaan data pengadilan
pribadi yang dapat
merugikan pemilik data
4 Data terperinci mengenai Pusat Pengembangan Pasal 17 huruf h Dapat mengungkap Melindungi hak Dikecualikan
hasil penilaian kompetensi Sumber Daya rahasia pribadi subjek pribadi pegawai yang selamanya,
pegawai Manusia Pengawasan data, berpotensi bersifat rahasia kecuali diputus
Obat dan Makanan terjadinya lain oleh
penyalahgunaan data pengadilan
pribadi yang dapat
merugikan pemilik data
F INFORMASI YANG SUBSTANSINYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DIRAHASIAKAN
1 Informasi Data/Identitas Biro Hukum dan Pasal 17 huruf h 1. UU No.25 |1. Dapat mengungkap | Melindungi identitas Dikecualikan
Pelapor/Pengadu/ Organisasi dan huruf j Tahun 2009 kerahasiaan pribadi dan menjaga selamanya,
masyarakat yang meminta seluruh Unit tentang pelapor dan kerahasiaan kecuali diputus
informasi dan/atau Pelaksana Teknis Pelayanan membahayakan pelapor/pengadu/ lain oleh
menyampaikan pengaduan Publik keselamatan jiwa konsumen pengadilan




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
melalui kanal pengaduan 2. Undang- pelapor/pengadu/
BPOM Undang Nomor masyarakat yang
11 Tahun 2008 menyampaikan
tentang informasi terkait
Informasi dan pelanggaran di bidang
Transaksi Obat dan Makanan
Elektronik 2. Dapat menurunkan
sebagaimana kepercayaan dan
telah diubah tingkat partisipasi
dengan masyarakat dalam
UndangUndang meminta infomasi
Nomor 19 dan/atau
Tahun 2016 menyampaikan
tentang pengaduan tentang
Perubahan atas Obat dan Makanan
Undang-
Undang Nomor
11 Tahun 2008
tentang
Informasi dan
Transaksi
Elektronik
2 Informasi lengkap Biro Hukum dan Pasal 17 huruf a, UU No.25 Tahun |1. Dapat menghambat |1. Menjaga Paling lama 30
pengaduan termasuk Organisasi, seluruh huruf b, huruf h, 2009 tentang proses penegakan kepentingan proses | (tiga puluh) tahun

sarana, alamat sarana,
pemilik sarana yang

Unit Kerja Pusat dan
UPT di lingkungan

dan huruf j

Pelayanan Publik

hukum terkait kasus
yang diadukan

penegakan hukum
terkait kasus yang

diadukan oleh BPOM 2. Dapat menghalangi diadukan
pelapor/pengadu/ tindak lanjut |2. Mendukung tindak
masyarakat melalui kanal penyelesaian lanjut penyelesaian
pengaduan BPOM pengaduan, proses pengaduan, proses
pemeriksaan hingga pemeriksaan
penyidikan terhadap hingga penyidikan
dugaan pelanggaran terhadap dugaan
di Bidang Obat dan pelanggaran di
Makanan Bidang Obat dan
3. Dapat mengganggu Makanan
kepentingan 3. Melindungi hak
perlindungan hak atas atas kekayaan




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
kekayaan intelektual intelektual dan
dan perlindungan dari terhindar dari
persaingan usaha persaingan usaha
tidak sehat tidak sehat
4. Dapat mengungkap |4. Kerahasiaan data
kerahasiaan data pribadi terlapor
pribadi terlapor terjaga

G INFORMASI TERKAIT SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

1 Informasi terkait sistem Pusat Data dan Pasal 17 huruf a, Undang-Undang 1. Dapat mengganggu Menjaga kepentingan Dikecualikan
keamanan Teknologi Informasi Obat dan b, danj Nomor 11 Tahun keamanan dan hak atas kekayaan selamanya,
Informasi dan Komunikasi Makanan 2008 tentang efektivitas fungsi intelektual dan kecuali diputus
(TIK) yang mencakup: Informasi dan penegakan hukum terhindar dari lain oleh
a. Sistem keamanan Transaksi dalam pengawasan persaingan usaha pengadilan

elektronik Elektronik Obat dan Makanan tidak sehat
b. Sistem manajemen sebagaimana telah | 2. Dapat mengganggu
database diubah dengan kepentingan
c. Bandwidth management Undang-Undang perlindungan hak
d. Topologi jaringan BPOM Nomor 19 Tahun atas kekayaan
e. Profil dan konfigurasi 2016 tentang intelektual dan
infrastruktur jaringan Perubahan atas perlindungan dari
komunikasi dalam data Undang-Undang persaingan usaha
center Nomor 11 Tahun tidak sehat sebagai
f. Konfigurasi data center 2008 tentang dampak
g. Internet Protokol (IP) Informasi dan penyalahgunaan,
address private Transaksi diantaranya:
Elektronik - peretasan sistem
yang dapat
mengakibatkan,
dan tidak

terbatas pada
kebocoran dan
manipulasi pada
data rahasia
pribadi,
perusahaan, dan
kekayaan
intelektual.




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
- kebocoran dan
manipulasi pada
sistem TIK di
lingkungan
BPOM
- penyalahgunaan
dalam
persaingan
kegiatan
ekonomi dan
bisnis yang tidak
sehat
2 Source code sistem aplikasi Pusat Data dan Pasal 17 huruf b Pasal 59 Ayat (1) Dapat mengganggu Melindungi hak atas Selama
yang digunakan di Informasi Obat dan Undang-Undang kepentingan kekayaan intelektual aplikasi masih
lingkungan BPOM Makanan serta Nomor 28 Tahun perlindungan hak atas dan terhindar dari aktif digunakan
seluruh unit kerja 2014 tentang Hak kekayaan intelektual persaingan usaha
pusat dan UPT di Cipta dan perlindungan tidak sehat
lingkungan BPOM dari persaingan usaha
tidak sehat
H INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
1 Informasi Pelaksanaan Seluruh Satuan Pasal 17 huruf b Pasal 59 Ayat (1) |1. Dapat mengganggu [1. Melindungi hak Untuk
Pengadaan Barang dan Kerja di BPOM dan huruf h Undang-Undang kepentingan atas kekayaan informasi
Jasa di BPOM yang Nomor 28 Tahun perlindungan hak atas intelektual dan pribadi atau
menurut sifatnya 2014 tentang Hak kekayaan intelektual terhindar dari informasi yang
dirahasiakan Cipta dan perlindungan dari persaingan usaha memuat
persaingan usaha tidak sehat rahasia
tidak sehat 2. Menjamin dagang/hak
2. Dapat mengungkap keamanan rahasia cipta
rahasia pribadi pribadi dikecualikan
selamanya,
kecuali

diputus lain
oleh
pengadilan
Dikecualikan
sampai
dengan
pekerjaan




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
selesai dengan
menyisihkan
informasi yang
memuat data
pribadi,
rahasia
dagang/hak
cipta
2 Dokumen penetapan Seluruh Satuan Pasal 17 huruf a - Dapat menghambat | Menjaga kepentingan Dikecualikan
dan/atau pembatalan Kerja di lingkungan dan i proses  penegakan penegakan hukum sampai dengan
sanksi Daftar Hitam yang BPOM hukum dipublikasikan
disampaikan Dapat menimbulkan oleh LKPP
Pengguna Anggaran pengungkapan
(PA)/Kuasa Pengguna informasi yang
Anggaran (KPA) kepada prematur sebelum

Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) terdiri

dari:
a. Surat Keputusan
Penetapan/Surat

Keputusan Penundaan/

Surat Keputusan
Pembatalan;

b. Rekomendasi Aparat

Pengawas Internal
Pemerintah (APIP),

Rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK);

Keberatan Penyedia;

. Usulan Pejabat

Pembuat
Komitmen/Kelompok
Kerja; dan

Dokumen lainnya yang

diunggah oleh PA/KPA

dipublikasikan oleh
LKPP




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
3 Dokumen, rekaman dan Biro Umum dan Pasal 17 huruf a 1. Dapat menghambat Menjaga kepentingan 30 (tiga puluh)
notulensi pertemuan dan Inspektorat Utama dan i proses penegakan proses tahun
rapat (daring dan luring) hukum penegakan hukum
pendampingan satuan 2. Dapat menimbulkan
kerja terkait sanksi Daftar pengungkapan
Hitam informasi yang
prematur sebelum
dipublikasikan oleh
LKPP
4 Data proses pemilihan Biro Umum dan Pasal 17 hurufb |1. Undang-Undang Dapat mengganggu Menjaga kelancaran |1. Untuk
penyedia seluruh Satuan Kerja Nomor 5 Tahun proses pemilihan proses pemilihan informasi
di lingkungan BPOM 1999 tentang penyedia, berpotensi penyedia, persaingan pribadi atau
Larangan menimbulkan usaha yang sehat, informasi yang
Praktek Monopoli | persaingan usaha yang dan terhindar dari memuat
dan Persaingan tidak sehat, berpeluang intervensi selama rahasia
Usaha Tidak adanya intervensi proses dagang/hak
Sehat selama proses cipta
2. Ayat (1) Pasal 58 dikecualikan
Undang-Undang selamanya,
Nomor 28 Tahun kecuali diputus
2014 tentang lain oleh
Hak Cipta pengadilan
. Dikecualikan
sampai dengan
pekerjaan
selesai dengan
menyisihkan

informasi yang
memuat data
pribadi, rahasia
dagang/hak
cipta




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya

5 Rincian data penyedia Biro Umum Pasal 17 huruf h Dapat mengungkap Menjamin Dikecualikan
barang/jasa (nama, alamat dan seluruh Satuan rahasia pribadi kerahasiaan data selamanya,
kantor, email kantor dan Kerja di BPOM pribadi kecuali
nomor telepon dapat dinyatakan lain
dikategorikan sebagai oleh pengadilan
informasi publik,
selebihnya dikecualikan)

6 Data transaksi e- Biro Umum Pasal 17 hurufb Undang-Undang Dapat mengganggu | Menjaga kepentingan Sampai dengan
purchasing, dan seluruh Satuan Nomor 5 Tahun perlindungan proses pemilihan transaksi selesai
informasi publik yang Kerja di BPOM 1999 tentang persaingan  usaha | penyedia, persaingan dan audit BPK
dikecualikan adalah terkait Larangan Praktek yang sehat usaha yang sehat, selesai, terbatas
informasi pribadi Monopoli dan Dapat terjadi dan terhindar dari pada nama
PPK/Pejabat Pengadaan Persaingan Usaha pengungkapan intervensi selama informasi nama
(PP) dan nama PT/penyedia Tidak Sehat informasi prematur proses penyedia,
dan distributor. Data yang dapat produk/jasa yang
transaksi detail hanya menimbulkan dibeli, dan nilai
diberikan kepada Satker gangguan atau transaksi.
pembeli dengan isi intervensi selama
informasi pembelian hanya proses
di Satker tersebut

7 Rincian identitas data Biro Umum Pasal 17 huruf h Dapat mengungkap Menjamin Dikecualikan
penyedia barang/jasa yang rahasia pribadi kerahasiaan data selamanya,
ada di Layanan Pengadaan pribadi kecuali
Secara Elektronik (LPSE) dinyatakan lain
seluruh Indonesia (Profil oleh pengadilan
pelaku usaha terdapat
pada aplikasi Sistem
Informasi Kinerja Penyedia
atau SiKAP yang dapat
diakses setelah login)

8 LPSE Support (Dibuka Biro Umum Pasal 17 huruf h Penjelasan Pasal 26 Dapat mengganggu |1. Terhindar dari Dikecualikan
secara Undang-Undang perlindungan persaingan selamanya,
terbatas untuk Nomor 11 Tahun persaingan  usaha |2. Menjamin kecuali
pemilik akun Sistem 2008 tentang yang sehat kerahasiaan data | dinyatakan lain
Pengadaan Secara Informasi dan Dapat mengungkap pribadi oleh pengadilan

Elektronik atau SPSE)

Transaksi
Elektronik

rahasia pribadi




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya

9 Rincian Harga satuan Biro Umum Pasal 17 hurufb Dapat mengganggu Menjamin Sampai dengan
dalam perhitungan yang Seluruh Satuan kepentingan perlindungan hak harga satuan
tidak tercantum dalam Kerja di BPOM perlindungan hak atas atas kekayaan baru ditetapkan
dokumen anggaran (Daftar kekayaan intelektual intelektual dan
Isian Pelaksanaan dan perlindungan dari perlindungan dari
Anggaran atau DIPA/ persaingan usaha tidak persaingan usaha
Dokumen Pelaksanaan sehat tidak sehat
Anggaran atau DPA/

Petunjuk Operasional
Kegiatan atau POK)

I INFORMASI LAINNYA

1 Informasi Manajemen Semua Unit Kerja Pasal 17 hurufi Dapat menimbulkan Mendukung kinerja Dikecualikan
Risiko Pusat dan UPT di pengungkapan pengawasan Obat selamanya,

lingkungan BPOM informasi prematur yang | dan Makanan dalam kecuali jika
akan mengganggu rangka menjamin pelapor
efektivitas pengawasan keamanan produk memberikan
Obat dan Makanan Obat dan Makanan persetujuan
bagi masyarakat tertulis untuk
diungkap.

2 Bahan rapat, risalah rapat, Semua Unit Kerja Pasal 17 hurufi Dapat menimbulkan Mendukung kinerja 15 (lima belas)
materi presentasi, Pusat dan UPT di pengungkapan pengawasan Obat tahun, kecuali
dokumen, rekaman suara, lingkungan BPOM informasi prematur yang | dan Makanan dalam dinyatakan lain
dan transkripsi rekaman akan mengganggu rangka menjamin oleh pengadilan
suara dari pelaksana rapat- efektivitas pengawasan keamanan produk
rapat yang bersifat rahasia Obat dan Makanan Obat dan Makanan

bagi masyarakat

3 Arsip dinamis, vital, dan Semua Unit Kerja Pasal 17 hurufi Dapat menimbulkan Mendukung kinerja 15 (lima belas)
statis yang menurut Pusat dan UPT di pengungkapan pengawasan Obat tahun, kecuali
sifatnya rahasia lingkungan BPOM informasi prematur yang | dan Makanan dalam dinyatakan lain

akan mengganggu rangka menjamin oleh pengadilan
efektivitas pengawasan keamanan produk
Obat dan Makanan Obat dan Makanan
bagi masyarakat
4 Hasil audit sistem Biro Hukum dan Pasal 17 hurufi

manajemen mutu atau
Quality Management
System (QMS)

Organisasi serta

semua Unit Kerja
Pusat dan UPT di
lingkungan BPOM

Dapat menimbulkan
pengungkapan
informasi prematur yang
akan mengganggu

Mendukung kinerja
pengawasan Obat
dan Makanan dalam
rangka menjamin
keamanan produk

1 (satu) tahun
setelah
temuan pada
audit QMS




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dinyatakan
Obat dan Makanan bagi masyarakat selesai
5 Identitas pelapor Semua Unit Kerja Pasal 17 huruf h Dapat membuka Melindungi identitas Dikecualikan
pelanggaran Pusat dan UPT di kerahasiaan data dan menjaga selamanya,
(Whistleblower) lingkungan BPOM pribadi pelapor dan kerahasiaan data dan kecuali jika
mengancam keamanan pelapor pelapor
keselamatan pelapor memberikan
persetujuan
tertulis untuk
diungkap
6 Identitas pelapor penerima Semua Unit Kerja Pasal 17 huruf h Dapat membuka Melindungi identitas Dikecualikan
gratifikasi Pusat dan UPT di kerahasiaan data dan menjaga selamanya,
lingkungan BPOM pribadi pelapor dan kerahasiaan data dan kecuali jika
mengancam keamanan pelapor pelapor
keselamatan pelapor memberikan
persetujuan
tertulis untuk
diungkap
7 Data dan informasi terkait Biro Hukum dan Pasal 17 hurufi Dapat menimbulkan Mendukung kinerja Dikecualikan
evaluasi/tinjau ulang Organisasi pengungkapan pengawasan Obat selamanya,
proses bisnis dan/atau tata informasi prematur yang | dan Makanan dalam kecuali diputus
hubungan kerja BPOM menghambat tugas dan rangka menjamin lain oleh
fungsi pengawasan oleh keamanan produk pengadilan
BPOM Obat dan Makanan
bagi masyarakat
8 Informasi terkait rincian Biro Hukum dan Pasal 17 huruf a 1. Informasi dapat | 1.Tidak ada Selama belum
proses sengketa informasi Organisasi dan hurufi disalahgunakan oleh penyalahgunaan ada ketetapan
publik pihak yang tidak informasi dari Komisi
bertanggungjawab 2. Proses Informasi
2. Dapat menghambat penyelesaian
proses  penyelesaian sengketa informasi
sengketa informasi dapat berjalan
lancar
9 Data dan informasi terkait Pusat Riset dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Dapat mengungkap Kerahasiaan data Dikecualikan
dengan responden survei Kajian Obat dan Nomor 11 Tahun rahasia pribadi pribadi terjaga selamanya,
Makanan 2008 tentang seseorang kecuali

Informasi dan




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu
No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang
akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan
undangan lainnya
Transaksi dinyatakan lain
Elektronik oleh pengadilan
sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 19 Tahun
2016 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi
Elektronik
10 Laporan lengkap hasil Inspektorat I dan Pasal 17 hurufi Dapat mengganngu Menjaga kepentingan 4 (empat) tahun
monitoring dan evaluasi Inspektorat 11 proses tindak lanjut tindak lanjut hasil
kegiatan pengawasan hasil pemeriksaan pemeriksaan
intern/pemeriksaan
eksternal
11 Laporan lengkap hasil Inspektorat I dan Pasal 17 hurufi 1. Dapat menimbulkan | 1. Menjaga Dikeculikan
audit pengawasan Inspektorat II pengungkapan kepentingan selamanya jika
intern/pemeriksaan informasi prematur pengawasan Obat | terkait informasi
eksternal yang menghambat dan Makanan pribadi atau
proses pengawasan | 2. Menjaga rahasia informasi yang
oleh BPOM pribadi dan | memuat rahasia
2. Dapat mengungkap kepentingan dagang/hak cipta
rahasia pribadi dan pesaingan usaha kecuali
mengganggu yang sehat dinyatakan lain
pesaingan usaha oleh pengadilan

yang sehat




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi (berisi Unit yang Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu

No. Informasi tertentu yang Menguasai Pasal 17 UU KIP Peraturan Dibuka Ditutup Informasi yang

akan dikecualikan) Informasi Perundang- Dikecualikan

undangan lainnya

12 Laporan lengkap hasil reviu Inspektorat I dan Pasal 17 hurufi Dapat menimbulkan Menjaga kepentingan Selamanya jika

pengawasan intern Inspektorat II pengungkapan pengawasan internal terkait informasi
informasi prematur yang pribadi atau

menghambat proses informasi yang

pengawasan internal. memuat rahasia
dagang/hak cipta

kecuali
dinyatakan lain
13 Laporan Forum Konsultasi

Publik di lingkungan BPOM

Biro Hukum dan
Organisasi, seluruh
Unit Kerja Pusat dan
UPT di lingkungan
BPOM yang
melaksanakan

Pasal 17 hurufi

Dapat menimbulkan Menjaga kelancaran

pengungkapan pengambilan
informasi prematur yang | keputusan di BPOM
menghambat
pengambilan keputusan
di BPOM

oleh pengadilan
Selama proses
masih berjalan
dan keputusan
belum ditetapkan,
kecuali kepada
peserta dan

instansi terkait

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REGHI PERDANA




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

Ahli Muda selaku PPID Bidang
Dokumentasi, Pengelolaan, dan
Pelayanan Informasi

No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
1. | Reghi Perdana, SH., LLM. Kepala Biro Hukum dan Biro Hukum dan Organisasi
Organisasi selaku PPID ;L:‘(
2. Oke Dwiraswati, S.Si., Apt., Pengawas Farmasi dan Biro Hukum dan Organisasi
M.K.M. Makanan Ahli Muda selaku %
Sekretaris PPID
3. | Nurvika Widyaningrum, S.Si., Pengawas Farmasi dan Biro Hukum dan Organisasi
Apt. M.Epid. Makanan Ahli Madya selaku
PPID Bidang Dokumentasi,
Pengelolaan, dan Pelayanan
Informasi
4. | Yanti Kamayanti Latifa, SP, Pengawas Farmasi dan Biro Hukum dan Organisasi
. Makanan Ahli Muda selaku
M.Epid . .
PPID Bidang Dokumentasi,
Pengelolaan, dan Pelayanan
Informasi
5. | Eka Rosmalasari, S.Si., Apt., Pengawas Farmasi dan Biro Kerja Sama dan
M.K.M Makanan Ahli Madya selaku Hubungan Masyarakat
S PPID Bidang Dokumentasi,
Pengelolaan, dan Pelayanan -
Informasi
6. | Nelly Lutfhiani Rachman, S.Sos | Pranata Hubungan Masyarakat | Biro Hukum dan Organisasi




No

Nama

Jabatan

Unit Kerja

Tanda Tangan

7. Riski Kurniawan, S.H., M.H. Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum dan Organisasi
selaku PPID Bidang
Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik
8. | Rizky Eka Wijaya, S.H. Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum dan Organisasi
selaku PPID Bidang ﬁ
Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik
9. | Fauziah Mappamasing, S.Si., Pengawas Farmasi dan Biro Hukum dan Organisasi 7&*‘1 b=
Apt., M.Farm. Makanan Ahli Muda " U
10. | Silma Awalia, S.Si., Far. Pengawas Farmasi dan Biro Hukum dan Organisasi
Makanan Ahli Muda /</
11. | Irene Maria, S.K.M Pengawas Farmasi dan Biro Hukum dan Organisasi )
Makanan Ahli Pertama _*J'
12. | Irwan Setiawan, S.Si. Auditor Ahli Muda Inspektorat I p
13. | Mochammad Fachrul Rizal, S.H. | Analis Data dan Informasi Inspektorat II
14. | Della Yuliana Ningsih, A.Md. Pengadministrasian Umum Inspektorat II




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
15. | Megah Elisabet Sinurat, Pranata Keuangan APBN Inspektorat II \\. \
A.Md.Ak Terampil \bhid
16. | Fahmi Reza, S.H. Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum dan Organisasi 5‘{‘/
17. | Desifian Rahmaningrum, A.Md. | Arsiparis Terampil Biro Perencanaan dan A
Keuangan S/3
18. | Nunik Ekawaty, SE. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan
pada Biro Perencanaan dan Keuangan TI".‘ -
Keuangan
19. | Tri Handayani, S.Farm. Analis Kebijakan Ahli Pertama Biro Perencanaan dan &
Keuangan ( /’ Y
20. | Ani Susanti, S.Farm., Apt Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan dan )
Keuangan Ob-j
__...-"'
21. | Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt. Pengawas Farmasi dan Biro Hukum dan Organisasi
Makanan Ahli Muda
22. | Atik Susanti, A.Md. Pengelola Barang Milik Negara Biro Hukum dan Organisasi .
A
23. | Andrea, ST.,M.AP. Analis Kepegawaian Ahli Muda | Biro Hukum dan Organisasi 1
Ak
24. | Silma Awalia, S. Far., Apt. Pengawas Farmasi dan Biro Hukum dan Organisasi A

Makanan Ahli Muda




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
25. | Widhi Handoyo, S.IP. Pranata Humas Ahli Muda Biro Kerja Sama dan Lol
Hubungan Masyarakat ';"l‘/”’
26. | Rani Pamungkas, SAP. Arsiparis Ahli Muda Biro Umum ﬁww
27. | Poppy Alia, S.Farm, Apt, M.Epid. | Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum 0
1I I
28. | Tika Cahyanti, S.E. Analis Kepegawaian Ahli Biro Sumber Daya Manusia
Pertama %
29. | Intan Permata Sari, A.Md. Arsiparis Keterampilan Biro Sumber Daya Manusia f
i [ﬂ
30. | Stella Savira Tambing, A.Md. Arsiparis Terampil Biro Sumber Daya Manusia N
i
31. | Astu Masrundi, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama | Biro Sumber Daya Manusia —
32. | Yopi Arpina, S.Farm., Apt. Pengawas Farmasi dan Direktorat Standardisasi Obat,

Makanan Ahli Muda

Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
33. | Alsya Utami Rahayu, S.Farm., Pengawas Farmasi dan Direktorat Standardisasi Obat,
Apt. Makanan Ahli Pertama Narkotika, Psikotropika, A/ L
Prekursor, dan Zat Adiktif A
34. | Nita Widhatiningsih, S.Farm., Pengawas Farmasi dan Direktorat Standardisasi Obat, .
Apt. Makanan Ahli Muda Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif \
35. | Wenny Trias Ramadanty, S.Si, Pengawas Farmasi dan Direktorat Registrasi Obat
Apt,. M.Biomed. Makanan Ahli Madya \]ﬁr
36. | Diana Ernawati, S.Farm., Apt. Perencana Ahli Muda Direktorat Registrasi Obat Of]
37. | Lusiana Puspita Sari, S.Farm., Pengawas Farmasi dan Direktorat Registrasi Obat ® 4V
Apt Makanan Ahli Madya ﬁ}kﬁl‘l
38. | Hariatul Aini, A.Md.S.I. Arsiparis Terampil Direktorat Pengawasan |
Produksi Obat, Narkotika, “‘T—L
Psikotropika, dan Prekursor "
39. | apt. Muhammad Wildan Shalli Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan
Rangkuti, S.Farm. Makanan Ahli Pertama Produksi Obat, Narkotika, W
Psikotropika, dan Prekursor
40. | Arsi Murti Hidayah, A.Md. Arsiparis Terampil Direktorat Pengawasan

Distribusi dan Pelayanan Obat,
Narkotika, Psikotropika, dan
Prekursor




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
41. | apt. Maghfira Maulani, S.Farm. Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan
Makanan Ahli Muda Distribusi dan Pelayanan Obat, ___E{"
Narkotika, Psikotropika, dan '--JI
Prekursor
42. | Suci Yunita Sari, S.Farm., Apt. Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan )
Makanan Ahli Muda Distribusi dan Pelayanan Obat, K:}
Narkotika, Psikotropika, dan s —
Prekursor
43. | Tuti Indriyawati, S.Si, Apt. Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan
Makanan Ahli Muda Distribusi dan Pelayanan Obat, r‘ﬁq‘
Narkotika, Psikotropika, dan LA
Prekursor
44. | Daryani, S.Si, M.Sc. Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan
Makanan Ahli Madya Keamanan, Mutu, dan Ekspor
Impor Obat, Narkotika, ’
Psikotropika, Prekursor dan
Zat Adiktif
45. | Nuning Indani, S.Si, Apt. Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan

Makanan Ahli Pertama

Keamanan, Mutu, dan Ekspor
Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan
Zat Adiktif




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
46. | Sari Indah Susilowati, S.Farm., Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan
Apt. Makanan Ahli Muda Keamanan, Mutu, dan Ekspor o4
Impor Obat, Narkotika, A
Psikotropika, Prekursor dan ¢
Zat Adiktif
47. | Lili Amelia, S. Si.Apt. M.Si. Pengawas Farmasi dan Direktorat Standardisasi Obat
Makanan Ahli Muda Tradisional, Suplemen @ﬂ@'@
Kesehatan, dan Kosmetik B B
48. | Maesya Rachmawati, M.Si., Apt. | Analis Anggaran Ahli Muda Direktorat Registrasi Obat B
Tradisional, Suplemen - Cz\f/}h._‘
Kesehatan, dan Kosmetik ST
49. | Setiaji Baskara Sulenda, A.Md. Arsiparis Keterampilan Direktorat Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen %
Kesehatan, dan Kosmetik
50. | Dwi Handayani, SF., Apt. Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan
Makanan Ahli Muda Kosmetik )
S51. | Raden Roro Fine Ayu Putri, S.Si | Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan .
Makanan Keahlian Kosmetik r.;-l}':"Er—
52. | Randi Dian Saputra, S.Si Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan

Makanan Ahli Pertama

Kosmetik




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
53. | Anisa Rahmawati, S.Si Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan Obat
Makanan Ahli Pertama Tradisional dan Suplemen ﬂﬂhﬁ
Kesehatan N
54. | Edi Kurniawan, S.Farm, Apt Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan Obat i
Makanan Ahli Muda Tradisional dan Suplemen ﬂ' T pf_-':_
Kesehatan : |
55. | Dita Yustine Winda Ningrum, Pengawas Farmasi dan Direktorat Pemberdayaan
S.Si. Makanan Ahli Pertama Masyarakat dan Pelaku Usaha
Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik
56. | Ari Novianti Nugroho Basuki, SP | Pengawas Farmasi dan Direktorat Pemberdayaan
Makanan Ahli Muda Masyarakat dan Pelaku Usaha '
Obat Tradisional, Suplemen 1
Kesehatan, dan Kosmetik
57. | Hermaniar, S.Farm., Apt. Pengawas Farmasi dan Direktorat Pemberdayaan
Makanan Ahli Muda Masyarakat dan Pelaku Usaha ;
Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik
58. | Junius Yosafati Zega, S.Kom. Subkoordinator Subkelompok Direktorat Registrasi Pangan
Substansi Tata Operasional Olahan %%;
59. | Syaiful Ramadhan, A.Md. Arsiparis Terampil Direktorat Registrasi Pangan

Olahan




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
60. | Meinneke Karolin, S.Farm, Apt. Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan
Makanan Ahli Pertama Produksi Pangan Olahan av
|
61. | Ratna Purwaningsih, A.Md. Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan .
Makanan Mahir Produksi Pangan Olahan b ,,f*i_—".
62. | Galih Prima Arumsari, S.Farm., | Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan | ,
Apt., MKM. Makanan Ahli Madya Peredaran Pangan Olahan \/{&%}U 1
63. | Dina Mariana, S.Si.Apt., M.P Pengawas Farmasi dan Direktorat Pengawasan
Makanan Ahli Madya Peredaran Pangan Olahan b
64. | Lulu Auliandini Rafianida, Arsiparis Pelaksana Direktorat Cegah Tangkal
A.Md.M.I.D
65. | Dwiajeng Novanti, S.Hum. Arsiparis Keahlian Direktorat Siber Obat dan .
Makanan WA
66. | Anggi Septian Hidayat, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama | Direktorat Siber Obat dan
Makanan M
67. | Galih Dwi Hardiyan, S.T.P Pengawas Farmasi dan Direktorat Siber Obat dan
Makanan Ahli Muda Makanan %.*
68. | Asih Mulyani, S.Farm., Apt. Pengawas Farmasi dan Direktorat Intelijen Obat dan

Makanan Ahli Pertama

Makanan




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
69. | Aditya Wirawan, A.Md. Arsiparis Keterampilan Direktorat Intelijen Obat dan
Makanan /g—@(»ﬁ
70. | Rico Cahyahadi, S.E. Perencana Ahli Pertama Direktorat Intelijen Obat dan
Makanan y 77
71. | Irvan Aji Pamungkas, S.T. Pranata Komputer Ahli Pertama | Direktorat Penyidikan Obat dan
Makanan
72. | Aditya Anggana, S.H. Pengawas Farmasi dan Direktorat Penyidikan Obat dan
Makanan Ahli Pertama Makanan G@,
73. | Selpiana Sembiring, S.Farm., Pengawas Farmasi dan Direktorat Penyidikan Obat dan
Apt. Makanan Ahli Pertama Makanan ﬁ/
74. | Arlinda Wibiayu, S.Si., Apt., Pranata Komputer Ahli Muda Pusat Data dan Informasi Obat
I'\
M.AB. dan Makanan ,-'.JI-JLQ
75. | Yulia Eryani, S.E., MAP. Analis Kepegawaian Ahli Muda | Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pengawasan
Obat dan Makanan '
76. | Fajar Kurniyati, M.Si. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan -

Pada Balai Pengujian Produk
Biologi

Pengujian Obat dan Makanan
Nasional




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
77. | Cita Tri Aryuni, STP, S.Si, Pengawas Farmasi Dan Pusat Pengembangan
Apt.,M.Si. Makanan Ahli Muda Pengujian Obat dan Makanan dﬂ (P
Nasional
78. | Dwi Ratnasari, S.Si. Analis Data Dan Informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat _
dan Makanan i(%\&)
1
79. | Dyah Larasinta, A.Md. Arsiparis Keterampilan Pusat Analisis Kebijakan Obat )
dan Makanan y
(=
80. | Ellen Simanjuntak, S.E. Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Pusat Analisis Kebijakan Obat
dan Makanan Tﬂl
81. | Novi Pusparini, S.Farm., Apt., Pengawas Farmasi Dan Pusat Analisis Kebijakan Obat 7 4
M.Biotek. Makanan Ahli Muda dan Makanan %:{W\&
82. | Rotua Uli C, S.K.M. Pengawas Farmasi Dan Pusat Analisis Kebijakan Obat .
Makanan Ahli Pertama dan Makanan :'L_)&/
83. | Setyaningsih, S.E. Analis Sumber Daya Manusia Pusat Analisis Kebijakan Obat
Aparatur, Pusat Riset dan dan Makanan
Kajian Obat dan Makanan i
84. | Endang Yuliawati, S.K.M., Pengawas Farmasi Dan Balai Besar POM di Banda

Makanan Ahli Madya

Aceh




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
85. | Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes | Pengawas Farmasi Dan Balai Besar POM di Medan
Makanan Ahli Madya W[/
86. | Linda Gusrini Fadri, S.Si, Apt., Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Padang
M.Farm. Makanan Ahli Madya 4/%(@
87. | IGA Natari Panca Hayati, S.Si, Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Pekanbaru
Apt. Makanan Ahli Madya W
88. | Dra. Arofah Nurfami, Apt, MM. Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Balai Besar POM di Palembang w@r
89. | Sidhi Hutami Prameswari, A.Md. | Pengelola Layanan Pengaduan Balai Besar POM di Bandar
Konsumen dan Informasi Lampung M—'
Konsumen
90. | Akhmad Kurnia, ST., M.A.B. Analis Obat dan Makanan Balai Besar POM di Serang
91. | Yayan Cahyani, SSi., Apt. Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Jakarta .
Makanan Ahli Madya e
92. | Bernadetha Eva Melinda Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Jakarta .
Simatupang, S.T.P. Makanan Ahli Pertama | .%\I:_r
93. | Evi Citraprianti, S.Si., Apt. Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Jakarta ——

Makanan Ahli Madya



http://s.si/
http://s.si/

No

Nama

Jabatan

Unit Kerja

Tanda Tangan

94. | Leni Maryati S.Si., Apt., M.Si. Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Bandung
Makanan Ahli Madya
95. | Chrismartina Anggraini Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Semarang
Radjaratu Makanan Ahli Madya T
96. | Sugeng Riyanto, S.H. Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Yogyakarta )
Makanan Ahli Muda #
97. | Yuli Ekowati, S.Si., Apt., MPPM. | Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Surabaya :
Makanan Ahli Madya U/
98. | Dra. Luh Putu Witariathi, Apt. Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Denpasar
Makanan Ahli Madya
(Koordinator Kelompok >
Substansi Informasi dan
Komunikasi)
99. | Drs. I Nyoman Sumasada, Apt., Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Mataram
M.H. Makanan Ahli Madya
(Koordinator Kelompok
Substansi Informasi dan
Komunikasi)
100. | Marry Oktovina Dameria, S.Si., Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Pontianak

Apt., M.H.

Makanan Ahli Madya
(Koordinator Kelompok
Substansi Informasi dan
Komunikasi)



http://s.si/
http://s.si/

No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
101. | Uji Sukmawati, S.Si., Apt. Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Pontianak
Makanan Ahli Madya (T
102. | Raden Praditya Trias Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Pontianak ;
. ol
Herlambang, S.Sos Makanan Ahli Pertama o
103. | Wiwik Wiranti, S.Si., Apt. Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Palangka
Makanan Ahli Madya Raya o/ i
104. | Salman Fariesy, S.Farm, Apt. Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Manado -
Makanan Ahli Muda 5
105. | Atsuko Al-Aminy, S.Si, M.Si. Pengawas Farmasi dan Balai Besar POM di Makassar e
Makanan Ahli Muda = o'y
106. | Imelda Gunawan, S.Si., Apt. Pengawas Farmasi Dan Balai Besar POM di Jayapura
Makanan Ahli Madya
107. | Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H | Kepala Balai POM di Jambi Balai POM di Jambi .
108. | Dewi Nopitasari, S.Farm., Apt. Pengawas Farmasi dan Balai POM di Bengkulu
Makanan Ahli Muda 4—:&;
109. | Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt. | Pengawas Farmasi dan Balai POM di Batam

Makanan Ahli Muda




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
110. | Maria Meliana Waty Parera, Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Balai POM di Kupang
S.Si., Apt., M.Pharm. M~
111. | Novi Yanti Rahmi, S.Farm, Apt. Pengawas Farmasi dan Balai POM di Palu
Makanan Ahli Madya :
112. | Pratiwi Setianingsih, S.Farm, Pengawas Farmasi dan Balai POM di Pangkalpinang
Apt. Makanan Ahli Muda }
113. | Triana Wati Widaningsih, Pengawas Farmasi dan Balai POM di Gorontalo N
S Farm. Makanan Ahli Pertama L-i[PI‘_J.-
114. | Sri Rahmawati, A.Md. Pengawas Farmasi dan Balai POM di Mamuju
Makanan Ahli Muda Ui !)
115. | Sjafri Ahmad, S.Farm, Apt Pengawas Farmasi dan Balai POM di Sofifi
Makanan Ahli Muda f
116. | Nuramila, S.Si, Apt Pengawas Farmasi dan Balai POM di Tarakan _
Makanan Ahli Muda i
117. | M. Yusuf, A.Md. Pranata Komputer Terampil Loka POM di Kabupaten Aceh
Tengah L
118. | Adelia Utari Siregar, S.TP. Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kota Tanjungbalai

Makanan Ahli Pertama

ard




No

Nama

Jabatan

Unit Kerja

Tanda Tangan

119. | Fransiska Vony Wicheisa Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kota Dumai
Manihuruk, S.K.M. Makanan Ahli Pertama |
120. | Murti Sonangda, S.TP. Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kabupaten Rejang .
Makanan Keahlian Lebong ¥
121. | Lidya Sari Simanjuntak, S.K.M. | Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kabupaten
Makanan Ahli Pertama Belitung N
122. | Nova Arandika, S.T.P. Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kabupaten
Makanan Ahli Pertama Tangerang \
123. | Rahmat Hidayat, S.Farm., Apt. Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kabupaten
Makanan Ahli Muda Banyumas
124. | Rr. Tri Novitarini, S.T.P. Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kota Surakarta
Makanan Ahli Muda - *H va
125. | Eko Agus Budi Darmawan, SF., | Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kabupaten
Apt., M.Pharm. Makanan Ahli Muda Jember
126. | Rai Gunawan, S.Farm., Apt. Kepala Loka Pom Di Kab. Loka POM di Kabupaten

Buleleng

Buleleng




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
127. | Haryawan Bagus Wardhana, Pranata Komputer Terampil Loka POM di Kabupaten Bima
A.Md.Kom. ™

128. | Ariella Lionna, S.K.M. Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kabupaten

Makanan Ahli Pertama Sanggau oF
129. | Winda Intan Novalia, S.Si., Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kabupaten Hulu

Makanan Ahli Pertama Sungai Utara i T""-
130. | Dra. Sumiaty Haslinda, Apt. Kepala Loka Pom Di Kota Loka POM di Kota Balikpapan

Balikpapan e
131. | Drs. Darman, Apt., M.P.P.M. Kepala Loka Pom Di Kab. Loka POM di Kabupaten

Banggai Banggai ¢
132. | Dwi Alliantie, S.Si., Apt. Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kota Palopo

Makanan Ahli Muda
133. | Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt. | Kepala Loka Pom Di Kota Loka POM di Kota Baubau

Baubau
134. | Muhammad Nur Sigit Harianto, | Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kabupaten

S.TP.

Makanan Ahli Pertama

Kepulauan Tanimbar




No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
135. | Salman Fariesy, S.Farm., Apt. Kepala Loka Pom Di Kab. Pulau | Loka POM di Kabupaten Pulau

Morotai Morotai
136. | Mathilda Irianty, S.Farm., Apt. Pengawas Farmasi Dan Loka POM di Kabupaten

Makanan Ahli Muda

Merauke

Menyetujui,

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Penny K. Lukito, MCP.




